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Juli2018iii ABSTRAK Penelitianini dilatarbelakangi
situasidimanatelah terjadipergeseran di dalam sistem

hukum di beberapa negara dalam mengatur pengasuhan anak.
Pengasuhantunggal dianggap tidak sesuailagidengan

nilai-nilai kesetaraan gender, sehingga pengasuhan yang baik
setelah terjadinya perceraian sebaiknya tetap melibatkan

kedua orangtuanya. Pengasuhan yang dilakukan oleh kedua
orangtuanyainiyang dinamakan dengan pengasuhan bersama
(joint custody). Permasalahan dalam penelitian ini mengenai

bagaimana pengadilan menerapkan asas kepentingan terbaik
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anak dalam perkara hak asuh anak, apakah pengadilan

telah memiliki kebijakan atau pedoman yang mewajibkan
orangtuayang akan bercerai memilikirencana pemeliharaan
(parenting plans)dan apakah pengadilan menyediakan program
mediasi bagi orangtua mengenai proses perceraiandan

akibat perceraian bagianak? EEMetode penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan dataprimer
dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner.
Pengambilandata sekunderdilakukan melalui putusan pengadilan
yang terkaitdengan hak asuh anak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengadilan telah meenrapkan asas
kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hak asuh
tunggal dan hak asuh bersama berdasarkankebutuhan anak,
Akan tetapi pengadilan tidak memiliki kebijakan atau

pedoman yang mewajibkan orangtua yang akan bercerai
memiliki rancana pemeliharaan dan mediasi yang ada selama
inilebih ditekankan pada upaya mendamaikan orangtua yang
akan bercerai daripada membicarakan rencana pemeliharaan
anak. Kata kunci: Hak asuh tunggal, hak asuh bersama,
pengadilan, kepentingan terbaik anakiv DAFTARISIJUDULI
LEMBAR PENGESAHANIi ABSTRAKIii DAFTAR ISIiv DAFTAR TABELvV
BAB|. PENDAHULUAN1-7 BABII.TINJAUAN PUSTAKAS8-42 BAB III.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN43-73 BABIV. PENUTUP74
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Berdasarkan UUPerkawinan52 Tabel 2.Pendapat Hakim tentang
Hak Asuh dalam UUP sebagai Hak Asuh Tunggal atau Hak

Asuh Bersama53 Tabel 3.Hakim Pernah Memerintahkan untuk
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4.Hakim Pernah Memerintahkan untuk Membuat Kesepakatan di
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Menuangkan ke dalam Perjanjian53-54 Tabel 5.Hakim Selalu
Memerintahkan Salah Satu Pihak untuk Ikut Bersama Mengasuh
Anak54 Tabel 6.Anak Selalu Didengarkan Pendapatnya54 Tabel
7.Pengetahuan dan Pendapat Hakim terhadap Konsep Hak Asuh
Bersama55 Tabel 8.Pendapat Hakim tentang Hak Asuh Bersama
dan RencanaPengasuhannya (Parenting Plans)55 Tabel
9.Pendapat Hakim tentang Ketentuan yang Mengatur Hak Asuh
Bersamadilndonesia55-56 Tabel 10.Pendapat Hakim tentag
Perlunya Mengubah Konsep Hak Asuh Tunggal Menjadi Hak
Asuh Bersama56 Tabel 11.Pendapat Hakim Mengenai Hak Asuh
Bersama Sebagai Wujud Kesetaraan Gender56 Tabel 12.Pendapat
Hakim Mengenai Hak Asuh Bersama Sebagai Wujud Asas
Kepentingan Terbaik Anak56-57 Tabel 13.Sistem dan Mekanisme
yang dimiliki Pengadilan untuk Melindungi Hak-Hak Anak

Melalui Penetapan Hak Asuh dan Setelah Perceraian57 1
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BAB | PENDAHULUAN A.Latar Belakang Saatinitelah

terjadi pergeseran di dalam sistem hukum di beberapa

negara dalam mengatur pengasuhan anak. Pengasuhan tunggal
dianggap tidak sesuailagidengan nilai-nilai kesetaraan

gender, sehingga pengasuhan yang baiksetelah terjadinya
perceraian sebaiknya tetap melibatkan kedua
orangtuanya.Pengasuhanyangdilakukan oleh kedua orangtuanya
iniyang dinamakan denganpengasuhan bersama (joint custody).
Perubahan paradigma mengenai hak atas pengasuhan anak (the
right ofcustody) yang semula diyakini tepatdiasuh oleh

ayah kemudian bergeser kepada pandangan bahwa ibu adalah
pihak yang tepat untuk mendapat pengasuhanterjadi pada

awal abad ke sembilan belas.Alasan pergeseran pandangan
tersebutdidasarkan pada suatu teori bahwa seorangibu

harus memelihara dan merawat anak-anak yang usianya masih
rawan (tenderyears). Hal initentunya dengan

pengecualian, apabilasiibuternyatatidak pantas

mendapatkan hak tersebut atas dasar kepentingan terbaik
bagianak.1l Kemudian, seiring dengan adanya gerakan
kesetaraan gender (gender equality), banyak kasus perceraian
yang melibatkan anak-anak dan pengakuan atas hak-hak bagi
paraayah yang tidak menikah maka standar kepentingan

terbaik menjadi suatu hal yang dipersengketakan bagi
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paraorangtua. Hal inimenyebabkan kepentingan bagi anak
menjadi terabaikan mengingattidak ada pedoman mengenai
apayang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik anak.

Akibat lebih lanjut menyebabkan hakim bebas untuk 1Linda
DElrod,2001,Reforming the System to Protect Children in

High Conflict Custody Cases,William Mitchell Law Review:
Vol.28:Iss. 2, Article 5. Available at: http:/
/open.mitchellhamline.edu/wmlr/vol28/iss2/5 2 mendefinisikan
kepentingan terbaik anak berdasarkan nilaidanpemahaman
mereka masing-masing.2 Pada tahun 1970an, para ahlidi

bidang kesehatan mental menyarankan agar pengasuhan tunggal
(sole custody) harus diserahkan kepada orangtua yang

secara psikologis memiliki keterikatan atau kebersamaanbersama
anak sebagaihal yang utama.3Akan tetapi, seiring dengan
semakin banyak perempuan yang bekerjadan banyak para

ayah yang mencari hak pengasuhan makanilai-nilai kesetaraan
genderberpengaruh pada hubungan pengasuhan.Konsep pengasuhan
tunggal (sole custody) yang biasanya diberikan kepadaibu
menjadi hal yang tidak mutlak. Para pembentuk
undang-undangkemudian melakukanperubahan kebijakan bahwa
kepentingan terbaik anak adalah dasaruntuk menjaga

hubungan dengan kedua orangtuasetelah terjadinya

perceraian.4Atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi
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inilahkonsep pengasuhan bersama (joint custody)kemudian
dimunculkan.5 Konsep pengasuhan bersama saatinidianggap
sebagaibentukpengasuhanyang paling populerdalam perencanaan
pengasuhandinegara-negara barat, seperti
Australia,6Amerika,7Canada8dan negaralainnya.Konsep ini
membolehkan kedua 2David L. Chambers,1984,Rethinking the
Substantive Rules for Custody Disputesin Divorce, 83 MICH.
L.REV.477,481-82; Lihatjugajoan B. Kelly,The Best

Interests of the Child: AConceptin Search of

Meaning, 35 FAM. & CONCILIATIONCTS.REV. 377,384 (1997)
dalamLinda DElrod,2001.Reforming the System to Protect
Childrenin High Conflict Custody Cases,William Mitchell

Law Review: 28(2)5,506.3)Joseph GoldsteinET AL.,Beyondthe
Best Interest Of The Child37-38(1973).4Jo-Ellen
Paradise,1998,The Disparity Between Menand Womenin
Custody Disputes: IsJoint Custody the Answerto

Everyone s Problems?ST.JOHN SL. REV.72,567-568;
LihatConstance R. Ahrons,1980,Joint Custody Arrangements in
the PostdivorceFamily,3J. DIVORCE3,189, 189; Lihatjoyce A.
Arditti,1992,Differences Between Fathers withjoint Custody
andNoncustodial Fathers,AM. ORTHOPSYCHIATRICASS N.62,186.5Elrod,
Linda D, op.cit.6Lawrie Moloney,2000,Child Focused Parenting

after Separation: Socio legal Developments and
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Challenges,ANZJFam21(2),61.7).Herbie DiFonzo,2014.From the
Rule of One to Shared Parenting: Custody Presumptionsin

Law and Policy,Family Court Review52 (2),
214.8MarthaSaffer,2007,Joint Custody, Parental Conflictand
Children s Adjustmentto Divorce: What the Social

Science Literature Does and Does Not Tell Us,Canadian

Family Law Quarterly,26(3),285; Barbara] Fidlerand

Rachel Birnbaum,2006,Child Custody Disputes: Private and
Public Assesment, Canadian Family Law Quarterly25(2). 3
orangtuasetelah putusnya perkawinan untuk membuat keputusan
yang terkaitdengan kebutuhan dan kepentingan anak. Bagi
pengadilan, pengasuhan bersama ini merupakan sebuah konsep
yang menarik karena membolehkan pengadilan untuk keluar
dari kekuatiran atas pilihan yang dibuat, untuk menjaga
masing-masing pihak dariluka-luka yang muncul sebagai
akibatpenilaianterhadapdiri sendiriyang menganggap benar. Selain
itu, konsep inidapatmenghindari munculnya diskriminasi
antarseks dan gender.9Pengasuhan bersamaini bukannya
tanpakekurangan, terutama jika pengadilan tidak jeli

dalam mendalamipenyebab terjadinya perceraian. Oleh karena
itu penerapan konsep ini harus memperhatikan faktor-faktor
yang menyebabkan tidak berfungsinya keluarga seperti:

ketidakstabilan seseorang, penolakan anak untuk bertemu
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orangtua, kekerasan dalam rumahtangga, dan dugaan
penyalahgunaan kekuasaan.10 Atas dasar pengalaman dari
berbagai negara dalam menerapkan konsep pengasuhan bersama,
maka Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menggunakan
konsepini.Dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri,
terdapat beberapa hakim yangtelah memutus hak mengasuh
bersama kepada para pihak yang bercerai. Akan tetapi
penelitianmendalam yang terkaitdengan hal ini belum

pernah dilakukan dilndonesia Selain itu, berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang adadilndonesia, dalam hal
ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak

ada ketentuan yang menyebut secara khusus pengasuhan
tunggal maupun pengasuhan bersama. Akan tetapi berdasarkan
putusan-putusanpengadilan yang ada, sebagian besar
putusantentang permohonan hak pemeliharaan dan pendidikan
diserahkan kepada salah satu pihak tanpa adanyaperencanaan
pengasuhanllsehinggasering satu pihak mengalamikesulitan
atau 9Eldrod, op.cit.10lbid.11V. Hadiyono, Rika Saraswati,
Anastasia Anita CarolinaHadi, Jauw, AngeliaYS danjordan
Febriyanto, 2016, Penerapan Asas Penghargaan Terhadap Hak
Berpendapat Anak Dalam Putusan 4 dihalangi untuk bertemu
dengan anaknya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul TinjauanSistem
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Pengasuhan Anak dari Pengasuhan Tunggal MenujuPengasuhan
Bersamasebagai Perwujudan Pemenuhan Asas Kepentingan Terbaik Anak
B.Perumusan Masalah 1.Bagaimana pengadilan mendefinisikanasas
kepentingan terbaik anak dalam perkara hak asuhanak?

2.Apakah pengadilan telahmemilikikebijakan
ataupedomanyangmewajibkan orangtua yangakanberceraimemilikirencana
pemeliharaan(parenting plans) sebagaibentuk pengasuhan bersama?
3.Apakahpengadilan menyediakan programmediasibagi orangtuamengenai
proses perceraian danakibatperceraian bagianak? C.Tujuan

Penelitian Untuk mengetahui: 1.Perspektif
Pengadilandalammendefinisikan asas kepentingan terbaik anak

dalam perkara perebutan hak asuh anak 2.Kebijakanatau

pedoman yangmewajibkan orangtua yang akan bercerai
memilikirencana-rencana pengasuhan (Parenting Plans)sebagai

bentuk pengasuhan bersama? 3.Ketersediaanprogrammediasibagi
orangtuayang akan bercerai mengenai proses perceraian

danakibat perceraian bagi anak. mPengadiIan Tentang Hak
Pemeliharaan dan Mendidik Anak ( Studi Kasus Di

Pengadilan Negeri Semarang), Penelitian Fakultas Hukum danKomunikasi.
5 D.Urgensi Penelitian Urgensi penelitian ini adalah

untukmengadakan pembaharuanterhadap sistem Pengasuhan
AnakdariPengasuhan Tunggal Menuju Pengasuhan Bersama Sebagai

Perwujudan Pemenuhan Asas Kepentingan Terbaik Anak. Sistem
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ini diperkenalkan kepadaHakimsebagai pembuat keputusan
terhadap kasus-kasus perceraian yang di dalam permohonannya
sering memuatpenetapan hak pemeliharaan dan mendidik
anak.dilaksanakan. Dengan demikian kontribusiilmiah dari
penelitianiniadalah membuat sistem pengasuhan anak dari
pengasuhantunggal menjadi pengasuhan bersamauntuk memenuhi
kepentingan terbaik anak. E.Metode Penelitian. 1.Metode
Pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitianini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis
(empiris), yaitu data-data yang diperolehmelalui penelitian

empiris yang bertitik tolak dari aspek hukum.

2.Spesifikasi Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian
yangbersifatdiskriptif analitis. @Dikatakan diskriptif karena
penelitianini diharapkan mampu memberikan gambaran secara
rinci,sistematis dan menyeluruhdalam segala hal yang

berkaitan denganpembaharuansistempengasuhan tunggal menjadi
Pengasuhan Bersama di Pengadilan Agama danPengadilan Negeri.
Analisis mengandung makna bahwa dalam menganalisismaka
seluruh data yang berkaitan dengansistem pengasuhantunggal
menjadiPengasuhan Bersama di Pengadilan Agama dan Pengadilan
Negeri. 6 3.Lokasi Penelitian Pengumpulan data untuk

penelitianini adalah diPengadilan Agama Semarang

danPengadilan Negeri Semarang. Emm4 Teknik Pengumpulan Data.
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Primeradalah data yang diperoleh daritangan pertama dan belum diolah.
Data Sekunderdiperoleh melaluistudi dokumenatauPenelitian
kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori,
pendapat-pendapatpara ahli atau pihak-pihak lain yang

berwenang, informasi baik yang berupa ketentuan-ketentuan

formal ataupun dataresmi. 5. Jenis Data dan Metode

Pengumpulannya Untuk menjawab permasalahandibutuhkan sejumlah
datayang berupa: data primerdan sekunder. a.Data Primer

Data primerdikumpulkan dengan caramenyebarkan kuesioner

kepada 4 Hakim Pengadilan Negeridan 1 Hakim Pengadilan

Agama Semarang. Kuesionertelah disusun oleh penelitiagar

dapat menjawab permasalahan- permasalahan yangtelah
ditentukan.Kuesionerdibuat dengan sistem terbuka sehingga
memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab berdasar
pengetahuan dan pengalamannyaselama menjadi Hakim yang

pernah memutus perkarayang terkaitdengan hak asuh

anak. b.Data Sekunder Data sekunder dikumpulkan dengan

melakukan studi pustaka. 7 Jenis data kepustakan atau
sekunderdicaridarireferensi utama, yaitu:Bersifatumum,

terdiri dari buku-buku teks atau literatur kontemporer

atau pengetahuanilmiah yang baru berisitentang pengasuhan
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tunggaldan pengasuhan bersama, serta kepentingan terbaik
anak.Bersifat khusus, terdiri dari putusan
PengadilanAgamaSemarangdan PengadilanNegeri Semarang
tentangpenetapanhakasuh anak, dokumen atau naskah
perundang-undangan berkaitan denganpengasuhan tunggal atau
pengasuhan bersama. Putusan Pengadilan yang ditelitiadalah
putusan tentang penetapan hak asuh anaktahun 2014 hingga
2017.Pertimbangan diambil kurun waktu2013-2015 karenatelah
diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak padatahun 2002
danUUNomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor

23 tahun 2002 tentang Perlidungan Anak. EG.Metode Analisisdata
Metode analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode analisa kualitatif, yaitu analisisdata non

statistik yang disesuaikan dengan data yang akan

dikumpulkan, yaitu data yang diskriptif. 7. Penyajian data
Datayang sudah diolah dan dianalisis kemudiandisajikan
secaradiskriptif kualitatifuntuk menjawab perumusan masalah
yang telah ditentukan sebelumnya. 8 BAB Il TINJAUAN

PUSTAKA 1.Asas Kepentingan Terbaik Anak Ada empat prinsip
dasarbagi penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat
didalam Konvensi Hak anak, yaitu: non-diskriminasi,

kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk

hidup-kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan

#1324468112 JUN 2021, 12:40 AM  RIKA SARASWATI 12 OF 105


https://plagiarismcheck.org

PLAGIARISM
CHECK

i

==

Ul
7

\\\\\\\\

I,

terhadap hak berpendapatanak. Keempat prinsip dasarini
diakomodasiolehPemerintah Indonesia di dalam Pasal 2 UUPA

Tahun 200212 dan UUPATahun 2014. Penjelasan Pasal 2

UUPAtahun 2002 tidak menjelaskan pengertian asas non-diskriminasi. E
mAkan tetapididalam penjelasan Pasal 13 (1) Huruf

a UUPATahun 2002 diuraikan perlakuan yang bersifat

diskriminatif, yaitu perlakuan yang membeda-bedakan suku,

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budayadan

bahasa, statushukum anak, urutan kelahiran anak, dan

kondisi fisik dan/atau mental. Dengan demikian maka asas
non-diskriminatif dapatdisimpulkan sebagai suatu prinsip

dasaryang tidak membolehkan terjadinya perlakuan-perlakuan

yang diskriminatif sebagaimanatersebut dalam Pasal 13 UUPATahun 2002.
EEHEEHEEESeIanjutnya, penjelasan prinsip
dasarkepentingan yang terbaik bagianak adalah bahwa

dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan

oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan

yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus

menjadi pertimbangan utama. blZPasaI 2 UU Perlindungan Anak
menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan
asas-asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

dan asas penghargaan terhadap pendapat anak. EEEEEEE9
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Kemudian, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan dimaknai sebagai hak asasiyang paling

mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. EEHEEEEEE
EEEEPrinsip dasar berikutnya adalah asas penghargaan
terhadap pendapatanak yang dinyatakan sebagaisebuah

penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama
jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Berdasarkan
penjelasan prinsip dasar kepentingan terbaik sebagaimana
diuraikan di atas makatampak bahwa tidak ada penjelasan

yang jelas mengenaikata kepentingan itu sendiri. Ha

lini menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk

mendefinisikan kembali mengenai kepentingan itu sendiri baik
mengenaijenis dan bentuknya. Penjelasaninijuga

menekankan kepada pemerintah melalui seluruh badan
organisasidan masyarakat untuk mengutamakan prinsip dasar

ini didalam semuatindakan yang berkaitan dengan anak

(dan kepentingannya) tuntutan yang samajugadiberlakukan
terhadap hak berpendapatanak. Berdasarkan penjelasan

prinsip dasar penghargaan terhadap pendapatanak, maka

anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan memiliki hak

yang bersifat mutlak untuk menyatakan pendapatnya, terutama
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jika hal-hal yang akan ditentukan/diputuskan/ditindaklanjuti
akan mempengaruhi kehidupannya. Tidak ada penjelasan lebih
lanjut mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya,
dengan demikian konsep inimempunyai arti yang sangat

luas sehingga dapatdilakukan analisis ulang terhadap hal

ini untuk kebutuhan suatu penyusunan konsep yang berkaitan
hak berpendapatanak dikaitkan dengan kepentingan atas
kehidupannya. 10 Di dalam Konvensi Hak Anak, penjabaran
asas kepentingan anak terdapat di beberapa pasal,

misalnya: Pasal 3(1) menyatakan bahwa kepentingan terbaik
anak menjadi pertimbangan yang utama, Pasal 5 menghargai
tanggungjawab, hak dan tugas orangtua untuk menyediakan
dalam tata carayang terus-menerus yang disesuaikan dengan
kapasistas anak, pengawasan yang wajar. EmﬂmKemudian,
Pasal 9(3) menyatakan penghargaan terhadap anak yang
terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya untuk
membina hubungan yang bersifat personal dan kontak
langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali
jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
Selanjutnya, Pasal 12(1) mengatur bahwa adalah hak bagi
seorang anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas
dalam segala hal yang terkaitdengan dan berakibatterhadap

anak tersebut; pendapat merekadiberikan dengan mengingat
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umur dan kedewasan mereka. Berdasarkan berbagai pasal

tersebut maka asas kepentingan terbaik bagi anak dan
penghargaanterhadap hak berpendapatanak dalam hal

penetapan hak asuh anak merupakan asas-asas yang penting

dan perlu untuk dicantumkan ke dalam peraturan
perundang-undangan nasional Indonesia. Akan tetapisebelum
membahas lebih lanjut, maka perlu mengidentifikasi peraturan
perundang-undangan nasional terlebih dulu untuk mengetahui
apakah peraturan yang adasudah atau belum mengakomodasi
asas-asastersebut. 2..Pengasuhan Tunggal (Sole Custody)
danPengasuhan Bersama(joint Custody/JointParenting Time) Pada
dasarnya, pengadilan membedakan antaralegal custody dan
physicalcustody. Legal custody dan physical custody. HEEEE
Legal custody (hakasuh 11 legal) berhubungan dengan

hak dantanggungjawab orangtua, misalnya menentukan anaknya
harus sekolah di mana, penanganan medis yang harus diterima.
Keputusan demikian harus dinegosiasikan bila keduaorangtua

anak berbagihak asuhlegal. HEEEEEPhySicaI custody
(hak asuh fisik), mengacu pada berapalamaseorang anak

dapat menghabiskan waktu bersama salah satu orangtuanya. naajika
kedua orangtua anak berbagi hak asuh fisik, anak tinggal

dengan masing- masing orangtuanya dengan jangka waktu

tertentu Hak asuh tunggal(sole custody)adalah hak asuh di
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manasalah satu orang tua memiliki hak asuh legal dan

fisik, sementara yang lainnya secaraumum hanya

diberihak-hak terbatas untuk mengunjungi anaknya dengan

interval yang teratur. DHakasuh tunggal lebih disukai

bila salah satu orangtua jelas-jelas tidak kompeten,

tetapi dalamkasus-kasusdi mana orangtua kompeten dan peduli
padaanak, kadang-kadang hak asuh tunggal dianggap lebih

baik, terutama bila kondisi anak yang sensitive yangharus

dilindungi dari konflik-konflik yang sering muncul bila
duaorangtuayang saling bermusuhan dan harus berbagi

hak asuh masih sering berinteraksi dalam mengatur jadwal
kunjungan dan dalam mengambil berbagai keputusan tentang anak. Meski
demikian, hak asuh bersamajuga semakin sering diterapkan.
Keuntungan utamanya adalah bahwa cara inimemastikan bahwa
kedua oarangtua anakterlibat dalam proses membesarkan anaknya. b
Selainitu, dukungan financialuntuk anak lebih stabil

dibandingkan hak asuh tunggal karena orangtua yang

diberihak asuh harus selalu meminta pembayaran biaya
pengasuhan dariorangtuayang tidak memiliki hak asuh. Hanyasaja,
ada ketidakuntungannya terutama bagi kedua orangtua yang
mungkin saling 12 membenci karena merekaharus

berkomunikasi,bekerjasamadan berkoordinasi. HEEEHEB 3.

PerkembanganStandarHakAsuhAnak Menurut Bratt (1979), menetapkan
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hak asuh anakpadajaman dahulu adalahhal yangsederhana

karena didalam hukum Inggris, anak-anak dianggap sebagai

properti dan wanita tidak diizinkan untuk memiliki properti. HHEE
mHmKonsekuensinya, ayahlah yang secara otomatis berhak
mengasuh anak- anaknya. HEEEEMPada tahun 1800-an, ide
bahwa anak adalah properti digantidengan ide bahwa masa
kanak-kanak adalah tahap penting kehidupan yang memberi
sumbangan terhadap perkembangan menjadi orang dewasa.
Selanjutnya, pada akhirabad kesembilan belas, doktrintender
years(tahun-tahunrentan, tahun-tahun yang membutuhkan
kelembutan) menjadi standar utama untuk memutuskan hak asuh anak. EH
EEEDoktrin tersebutdigunakan padatahun 1899 dalam

kasus People v Hickey: bayiyang berada dalam

tahun-tahun yang membutuhkan kelembutan secaraumum akan
tinggal denganibunya, selama tidak ada keberatan terhadap
siibu,bahkan meskipun siayah tidak bersalah, karena
ketidakmampuan ayah untukmemberikan kelembutan yang secara
alamiah dibutuhkan bayi, yang hanya dapatdiberikan oleh ibunya; HE
Emdan aturaniniakan berlaku keras di dalam kasus
anak-anakperempuan dengan umurlebihlanjut. HHEEElS
Doktrin tersebut sangat terkesan seksis namun tetap

berlaku hingga pertengahan abad kedua puluh ketika

tahun-tahunrentaninidianggap kurang menjamin perlindungan
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yang sama dalam hukum karena mengabaikan hak ayah. Ayah mulai
menuntut haknya untuk mengasuh anak dan menolak pandangan
13Mark Constanzo, 2006, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem

Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 357-35814lbid,

35915lbid, 360 13 tentang hubungan orangtua-anak yang
stereotype seksual yang tersirat dalam doktrin kuno

tersebut. Meski doktrin kuno telah ditinggalkan,

kecenderungan untuk memberikan hak asuh kepadaibu masih
tetap ada, termasuk di Indonesia. HEEEHEHukum yang
saatinimasih berlaku di sebagian besar Negara

mensyaratkan padathe bestinterest of the child(kepentingan

terbaik anak). [ G El B EEI K 2B Hal ini berarti,

kepentingan anak yang utama daripada kebutuhan orangtua

dan pihak-pihaklain yangberkepentingan. HHEEEEESeIain
itu, berdasarkan asas ini maka tidak ada praduga bahwa

siayah atausiibuyang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak.
Tujuan lebih tinggiadalah menempatkan anak di lingkungan

yang paling menguntungkannyadanlingkungan yang
memungkinkannya untuk berkembang dengan sehat. HEEEUntuk
dapat menentukan terpenuhinya standar kepentingan terbaik,

maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan,yaitu:

ketidakjelasan, konflik yang ditimbulkan,prediksi masa depan. i FJ 5 E]
EKetidakjeIasan berartimenyerahkan diskresi kepada hakim
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yangharus membuat keputusan final mengenai hak asuh. HEEEEE

Bila hakim sangat mendukunghak asuh ibu,maka standar

kepentingan terbaik menjadi kabur. HEEEKemudian yang kedua,
bahwa standar kepentingan terbaik mungkin tanpadisengaja

dapat mempertinggi konflik di antara orangtua. HEEEEOrangtua
yang bercerai danberusaha mendapatkan hak asuh anak

diuntungkan oleh setiap kesalahan atau kegagalan mantan
pasangannya. Apabila hal itu menimbulkan ketidakpercayaan

atau kemarahan maka hal itu akan mempengaruhi penyesuaian

anak pasca perceraian,. 14 Masalah yang ketiga adalah

bahwa standar ini mengharuskan pengadilan untuk memprediksi masa depan.
HEEEEEEEHakim harus membayangkan, bentuk
pengasuhan sepertiapa yang memungkinkan perkembangan yang
sehat selama masa kanak-kanakatau selama beberapa puluh

tahun setelah keputusan itu diambil. 16 Untuk membantu hakim

dan mengurangi ketidakjelasan standar kepentingan terbaik,

banyak negara bagian yang mengadopasi apayang

disebutPreffered custodyarrangement(preferensi penatalaksanaan hak
asuh). Artinya, tipe hak asuh tertentu, seperti hak asuh

bersama atau hak asuh pengasuh primer, harus diperintahkan

kecuali jika tidak dapat dibuktikan bahwa pengaturan

semacam itu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Primary caretaker preference(preferensi pengasuh primer)
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menyatakan bahwa pengadilan harus memberikan hak asuh
primer kepada orangtua yang menjadipenanggung jawab primer
dalam proses membesarkan anak mereka sebelum
terjadiperceraian. Menurut Cochran (1992), pengadilan
menyatakan bahwa kontinuitaspengasuhan dan kehangatan,
konsistensi dan kontinuitas hubungan primer pentingbagi
kesejahteraan anak.17 Dalam menentukan siapa yang dianggap
sebagai pengasuh utama, pengadilan melihat orangtua yang
manayang membelikan dan mencucikan pakain anaknya, siapa
yang memandikan dan mendadanianaknya, siapayang
menanamkan disiplin kepada anak, siapa yang menyiapkan
makanan dan menyuapianaknya, siapayang membantu
mengerjakan pekerjaan rumah anaknya, siapa yang menidurkan
anaknyadi malam haridan 16lbid, 361.171bid, 362 15
membangunkannya di pagi hari, siapa yang merawat anaknya
ketika sakitdan membawanya ke dokter, dan siapayang
mengatur waktu bermain anak denganteman-temannya. Menurut
Hetherington, Bridges dan Insabella (1998), karenaperempuan
masih cenderung lebih sering menjalankan peran pengasuh
primerdibanding pria, negara-negara bagian yang mendukung
standar pengasuhan primercenderung memberikan hak asuh anak
kepadaibu di 84% kasus. 518 Dalam mencapai keputusan

tentang orangtua mana yang mendapatkan hakasuh,
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nilai-nilaidan bias-bias yang dimiliki hakim sering
mempengaruhi keputusannya. Misalnya persoalanras,19dan
orientasi seksualyang semula dianggapsebagaiindikasi moral
yang lemah.20Berdasarkan hasilpenelitian diperoleh
beberapakriteria yang dapat digunakan untukmenetapkan hak
asuh asuh, yaitu:(1) keinginanorangtua, (2) keinginan anak,
(3) hubungan antaranak, orangtuanya, saudara kandung dan
orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada
kepentingan terbaik anak, (4) penyesuaian anak dirumah,
sekolahdan masyarakat, (5) kesehatanfisik dan mental orang-
orang yang terlibat dengan anak. Kelima hal ini sangat
bersifatpsikologis karena berhubungan dengan pengukuran
kualitas hubungan antarpribadi, kelekatan emosional antara
orangtuadan anak, kemampuan mengatasi masalah dan
konsistensi serta stabilitas hubungan dari waktu ke

waktu.21 Dilndonesia, aturan untuk menetapkan hak asuh
anak setelah orangtua bercerai terdapat di dalam Pasal

41 UUPerkawinan yang menentukan bahwa 18lbid.19l1bid,
36320Ibid.21Ibid, 368. EElG baik ibuatau bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mataberdasarkan kepentingan anak. EEEEE
Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaananak-anak maka

Pengadilan yang akan memberi keputusannya. UUPerkawinan tidak
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menentukan kriteria untuk menetapkan hak asuh bagi ayah

atauibu, namun ketentuan Pasal 49UUPerkawinan dapat

digunakan acuan dalam halayah atau ibuitu berkelakuan

buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannyaterhadap
anaknya. Meskipun berkelakuan buruk dan melalaikan
kewajibannya kepada anaknya, oleh pengadilan mereka masih

tetap berkewajiban untuk memberi biayapemeliharaan kepada
anaktersebut. Selanjutnya, Pasal 105 KompilasiHukum Islam
menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belummumayyizatau
belum berumur 12 tahun adalah hakibunya. EEApabila anak
sudahmumayyizia berhak memilih untuk mendapatkan hakasuh
dariayah atauibunya. EEEEEBSemua biaya pengasuhan
dan nafkah anak menjaditanggungan ayah menurut
kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebutdewasa
dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kewajiban ayahini
termasukkepada anak yangtidak turutdengannya (Pasal 156 KHI). HEE
EEEEEEEEE.M%H demikian, Pasal
41UUPerkawinan juga mengaturjika bapak dalam kenyataan

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan

dapat menentukan bahwaibu ikut memikul biaya tersebut. Pengasuhan
bersama harus diletakkan dan didasarkan pada kepentingan

terbaik anak yang harus melibatkan kedua orang tua,

daerahtertentu yang menjaditanggungjawab setiap orangtua
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dan berlaku bagi masing-masing 17 orangtua. Dalamjadwal
pengasuhan bersama maka kedua orangtua harus melakukannya
dengantetapmenjamin bahwa anak memiliki jadwal secara
berkala, terus menerus dan pertemuanyang bermakna dengan
sianak.22 4.Perencanaan Pengasuhan (Parenting Plan) dan
Jadwal Pengasuhan (Parenting Time) Perencanaan Pengasuhan
danjadwal pengasuhanmerupakan suatu perencanaan pengasuhan
mengenai jadwal pengasuhan dan segala sesuatu yang terkait
dengan permasalahan hukum. Perencanaan ini meletakkan
tanggungjawab dari setiap orangtua dalam menyediakan
kebutuhan anak pada saat pelaksanaannya berdasarkan usia
anak dan kedewasaannya.suatu perencanaan juga memuat hal-hal
tentang penyelesaian di masa mendatang dalam hal terjadi
perselisihan antara orangtua, khususnya penyelesaian
perselisihan melaluinon-adversial.23 Dalam jadwal
pengasuhan(parenting time) yang lebih dikenal dengan

physical custodymerupakan perencanaan pengasuhan untuk
menjamin anak-anak secaraberkala, berkelanjutan dan
melakukan kontak yang bermakna dengan kedua orangtua.
Alokasi perencanaanjadwal pengasuhan berarti bahwa orangtua
harus memiliki periode waktu tertentu di mana seorang
anaktinggal dengan atau berada di bawah pengasuhan dan

pengawasan darisetiap orangtua. Periode waktu ini tidak
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harus sama jumlahnya, tetapi harus berakibat padalama
tinggalnya dengan setiap orangtua setiap malam lebih dari

tiga puluh persensetiap tahun.24 221bid.23J. Herbie

DiFonzo, op.cit, 226.241bid. 18 5. Pertimbangan Hakim 5.1.
Pengertian Pertimbangan Hakim Kata pertimbangan berasal dari
suku kata timbang yang berartisama berat, samarasa
sedangkan kata pertimbangan memiliki arti pendapat tentang
baik buruk, memikirkan baik-baik untuk menentukan,
memikirkan baik-baik untuk mengambil keputusan, memintakan
pertimbangan kepada, menyerahkan sesuatu supaya
dipertimbangkan.25 Oleh karena itui, ketika hakim melakukan
proses persidangan dalam memeriksa perkara, maka hakim itu
akan memerlukan juga pembuktian-pembukatian dari para pihak,
dari hasil pembuktian tersebut akan dijadikan bahan
pertimbangan (memikirkan baik-baik) untuk memutus suatu
perkara.Tahapan pembuktianiniamatlah penting didalam
sebuah pemeriksaan di persidangan, yang mempunyai tujuan
untuk mendapatkan sebuah kepastian/fakta-fakta yang
didalilkan pihak-pihak itu sunguh- sungguh terjadi yang
akandijadikan dasar penjatuhanputusan yang benardan

adil. Oleh sebabitu, hal yang paling penting didalam
menciptakan terwujudnya sebuah nilai putusan hakim yang

mengandung keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan
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bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah pertimbangan
hakim, oleh sebab itu pertimbangan hakim tersebut haruslah
dibuat dan disikapi secarateliti, hati-hat, cermatdan

baik. Namun jika pertimbangan hakim itu tidak dibuat
dengan teliti, hati-hati, cermat dan baik niscaya putusan
yang dibuat hakim tersebut akan dibatalkan oleh 25Kamus
besar Bahasalndonesia, 2008, hal.662 19 pengadilan
tingkat atasnya, yaitu pengadilan tinggi dan Mahkamah
Agung.26 Selain hal tersebut di atas, maka sebuah
pertimbangan hakim harus memperhatikan pula muatan-muatan
dalam pertimbangannya, yaitu : a.Pokok permasalahan dan
dalil-dalilyang tidak dibantah; b.Analis yuridis terhadap
putusan darisemua segi yang berkaitan dengan faktaatau
hal-hal yang dapat dibuktikan dalam persidangan; c.Semua
bagian petitum Penggugat yang dipertimbangkan dan diadili
satu persatu, sehingga hakim dapat mengambil sebuah
kesimpulan apakah dalil-dalil yang diberikan itu terbukti/
tidak; d.Apakah tuntutan yang diminta dapat dikabulkan
atau tidak; e.Apakah tuntutan itu sudah termuatdalam

amar putusan. Berdasarkan ha-hal tersebut makaputusan hakim
yang dijatuhkan dapat dirasakanadil dan benar oleh
parapihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan

tidak dapatdibatalkan oleh pengadilan tingkat atasnya.
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5.2.Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Hakim di dalam

menjatuhkan putusan pengadilan harus berdasarkan pada teori

danhasil penelitian yang mempunyai kaitan, sehingga didapat

hasil yang optimal dan seimbang baik dalam teori maupun

praktek. Dengan demikian akan dihasilkan putusan yang

mempunyai kepastian hukum. Dasar untuk itu semua tertuang

dalam UUD 45 Pasal 24 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa; Kekuasaan
kehakiman merupakan 26Bandingkan dengan Mukti Arto,

2004Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,

cet.v,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 140. mmmmmmm
229[030]31f033] 038 o35 036f037] 038fa35] 0s0fas1 ea2fas3eas[ass Zle

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan

34 58[120] 131132 133[134 197 ] 198 209 | 200 201

e ) e N SR U o4

Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menegaskan kembali bahwa; HEEEEE
mmﬁmﬂﬁkekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

negarayang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasiladan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
demiterselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia EHEE

EEEEEEM'”' berarti kekuasaan kehakiman

yang bebas dari campurtangan dan pengaruh dari

kekuasaan ekstra yudisial, kecuali yang telah diaturdalam UUD 45.

REPORT CHECKED AUTHOR PAGE
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mKebebasan yudisial inimempunyai sifat yang mutlak

karenatugas kehakiman adalah menegakkan hukum dan

keadilan yang berdasarkan Pancasila, sehingga didalam

putusan-putusan pengadilan mencerminkan rasa keadilan dalam

masyarakat Indonesia. Kebebasan hakimbersifattidak memihak

(impartial judge) dan halinidiperjelas dalam UU. No.

48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, bahwa;

Pengadilan mengadilimenurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

Em Dasarberikutnya adalah Pasal 16 ayat (1) UU. mNo.

35tahun1999jo. UU. No.48 Tahun 2009 yang mengamanatkan, bahwa
peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan

mengadilisuatuperkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukumnyatidak kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya mmaka disini hakim dianggap

tahu hukumnya, bahkan jika ada kekosongan hukumpun hakim

harus menemukan hukumnya, dengan diperbolehkan untuk mengacu

kepada yurisprudensi maupun pendapat-pendapat para ahli

hukum (doktrin), dan 21 dalam menjatuhkan

putusanharusmemperhatikan Pasal 28 ayat (1) UU. ENO 48

Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa Hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nila-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

msehingga dalam putusannyatidak hanyadidasarkan

pada nilai-nilai yang hidupdalam masyarakat saja,

#1324468112 JUN 2021, 12:40 AM  RIKA SARASWATI 28 OF 105


https://plagiarismcheck.org

\

PLAGIARISM
CHECK

iy

)
7

\\\\\\\\\

)

tetapiharus menggggali, mengikuti dan memahami betul

nilai-nilai tersebut. 5.3. TanggungJawab Hakim Dalam

Menjatuhkan Putusan Dalam menjalankan proses persidangan di
pengadilan, hakim harus aktif menanyakan hal-hal yang

berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaiakan para pihak

dan memberi kesempatan pada para pihak (melaluikuasa

hukum) untuk bertanya pada saksi-saksi, halini

dimaksudkanguna menemukan kebenaran materiil. Akan tetapipada
akhirnya hakimyang bertanggungjawab atas semua hal yang

telah menjadi putusandengan mendasarkan pada:27 a.Justisialis
Hukum Justisialis Hukum bermakna bahwa putusan hakim harus
menekankan padakemanfaatandan keadilan.Tiap putusan yang
diambil dan dijatuhkanharusmemberikan rasakeadilan; b.

Penjiwaan Hukum Hakim harus mampu menjiwai hukum
sehinggahakim harus memperkuat hukum dan tampak sebagai
pembela hukum dalam pemberian putusannya; EZ7Bandingkan
dengan,Andi Hamzah, 1996,KUHP dan KUHAP,Jakarta, Rineka Cipta, hal.
101. 22 c.Pengintegrasianhukum Hukum dalam kasus tertentu
merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh

karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya

perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan

dalam sisytem hukumyang sedang berkembang oleh perundang-

undangan, peradilan dan kebiasaanperlu dijaga supaya putusan
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hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif, sehingga

semua usahaberhukum senantiasa menuju kepumulihan pada
posisi aslirestitutioinintergrum; d.Totalitas Hukum

Totalitas Hukum berartimenempatkan hukummelaluikeputusan hakim
dalam keseluruhankenyataan. Hakim melihat dari duasisi yaitu
hukum dan non-hukum (sepertifaktor sosial,ekonomi,moral dan
religi)yang menuntutnilai-nilai kebaikan dan kesucian.
e.Personalisasihukum Personalisasi hukumartinyamengkhususkan
keputusan pada personal (pribadi) para pihak yang mencari
keadilan dalam proses. Dalam personalisasi hukum ini

muncul tanggungjawab hakim sebagai pelindung.Hakimmemiliki
peranmemberikanpengayoman kepadapara pihakyang mencari
keadilan.28 Jadi hakim sebelum membuat dan menjatuhkan
putusannyadi pengadilan, makaiaharus memberikan

penilaian terhadap perkarayang diajukan kepadanyadengan
penuh kearifan,kebijaksanaandankecermatan 28Nanda Agung Dewanto,
1987,Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara
Pidana, Jakarta, Aksara Persada, hal. 149 23 terhadap

alat-alat buktiyang diperolehnya dari pemeriksaan dan

kesaksian dalam proses persidangan di
pengadilan.Tahapberikutnyahakim akan mengadakan sidang
musyawarah terakhirdiantara hakim-hakim (majelis hakim)

untuk mengambil putusan yang didasarkan atas tuntutan dan
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semua yang telah dibuktikan dan terbukti dalam proses
persidangan. 6. Putusan Pengadilan. 6.1. Pengertian Putusan.

Kata Putusan dalam bahasa Belanda disebut denganvonis,
merupakan produk suatu peradilan yang dikarenakan adanyadua
atau lebih pihak-pihak yang berhadapan dalam suatu

perkara, yakniantara Penggugat, tergugat maupun pihak
ketiga.Putusan itu sendiri merupakan produk dariadanya

suatu peradilan yang sebenarnya (jurisdictio contentiosa),

yang biasanya memuat perintah pengadilan pada para pihak

yang kalah agar melakukan sesuatu, atau berpuat sesuatu

atau melepaskan sesuatu dan menghukum sesuatu, maka dalam
diktum vonis selalu bersifat condemnation(menghukum), atau
bersifatconstitutoir(menciptakan) Perintah dari pengadilanini
apabilatidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat
dilaksanakan dengan paksayang disebut dengan eksekusi. EEEE
EE29 Sedangkan Putusan itu merupakan pernyataan

hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan

oleh hakim dalam sidang terbukauntuk umum, sebagai hasil

dari pemeriksaan perkara gugatan (Contensius). ﬂBOAtau putusan
adalah merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara

yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi 29Raihan A. E
EERasyid, 1998,Hukum Acara Peradilan Agama,jJakarta, PT,

Raja Grafindo Persada, hal. EEEEZOO.BOMukti Arto,
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1996,Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, hal. EEEMS 24 wewenang untuk itu

yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk

menyelesaikan suatu perkara. 31Selanjutnya Sudikno Mertokusumo
menyatakan pula, bahwa;

G B o G G e e o e
EPutusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh
hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan

di persidangan dan bertujuan mengakhiriataumenyelesaikan

suatu perkara atau sengketa antara pihak EEEEEE
Eﬁmmﬂsedangkan didalam pengadilan agama,

putusan adalah; Eputusan pengadilan atas perkara gugatan
berdasarkan adanyasuatu sengketa atau perselisihan, dalan
arti putusan merupakan produk pengadilan dalamperkara-perkaracententiosa.
EEKarena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam
perkara (penggugat dan tergugat). 33 Sehingga putusan itu
menuntut suatu keadilan, seangkan yang dipentingkan dan
menentukan adalah fakta atau peristiwa, sedangkan peraturan
hukumadalah suatu alat. Oleh sebab itu, didalam putusan
hakim yang sangat perlu adalah pada pertimbangan hukumnya,
sehingga mempunyaialasan yang objektif serta mempunyai
kekuata hukum, supaya putusanitu tidak dapatdiubah.34

6.2. Asas Dalam Putusan Asas-asas yang menjadi dasar

pembuatan suatu putusan: a. Memuat Secarajelas dan
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Rincidasaralasan Putusan. Dasaralasan hukum yang

dijadikan pertimbangan dalam memutus berpatokan pada: 1).
Perundang-undangan, danpasal-pasal tertentu; Emwm
31Soeparmono, 2005,Hukum Acara Perdata dan
Yurisprudensi,Bandung, Mandar Maju, hal. EEMGBZSudikno
Mertokusumo, 1993,Hukum Acara Perdata Indonesia,Yogyakarta, Liberty, hal.
4833Mardani, 2009,Hukum Acara Perdata Peradilan Agamadan
Mahkahmah Syariah,Jakarta, Sinar Grafika.34Nur Rasaid,
1996,Hukum Acara Perdata,)Jakarta, SinarGrafika, hal, 48. 25
2).Kebiasaan-kebiasaan hukum; 3). Yurisprudensi; 4).
Doktrin-doktrin hukum. b. Wajib Mengadili seluruh bagian

dalam gugatan. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib
mengadilisemua bagian dari tuntutan dan tidak boleh

hanya memeriksa sebagiansaja dan mengabaikan gugatan yang
selebihnya.35 c.Tidak Boleh Memutus Melebihi Apa yang
Dituntut. Hakim tidak diperbolehkan mengabulkan melebihiapa
yang dituntut (ultra petitum partium). Apabilahal
tersebutdilakukan oleh seorang hakim, maka putusan tersebut
dianggap cacatmeskipunputusannya didasari alasanapapun. d.
Diucapkan di Muka Umum. Dengan dibacakannya putusan di
muka umum, untuk mencegah terjadinya kontrol supaya
peradilan tidak diskriminatif atau berat sebelah. Ditujukan

supaya hakim di dalam membuat putusan berhati- hatidan
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saksama.BerdasarkanPasal 20 UU. EEENO. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman Semua putusan Pengadilan hanya
sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, maka
berdasarkanpasaltersebutpelanggaran terhadap azas
keterbukaanberakibat pada putusan yang telah dijatuhkanmenjadi
tidaksah atauidak mempunyai kekuatan hukum. EEBSSoeroso,
1996,Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses
Persidangan,Jakarta, Sinar Grafika, hal. 81.26 6.3. Bentuk
Putusan Supaya putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak
terdapat kecacatan, maka putusan itu harustaat pada azas

yang termuatdalam Pasal 178 HIR. Pasal 189 RGB, dan

Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa
setiap putusan diharuskan memuat hal-hal berikut: 1.Kepala
Putusan. Pada bagian atas putusan dituliskan:

Demikeadilan berdasarkan KetuhananYang Esa Kekuatan
eksekutorialjustru ada pada kepala putusan,jika kepala

putusan initidak dicantumkan maka putusan hakim tersebut
tidak dapatdilaksanakan (Pasal 4 ayat (1) UU. No. 4

Tahun2004). 2.ldentitas Para Pihak. Eldentitas harus
dimasukkan di dalam putusan, yakni menyebut para pihak,

nama, alamat, pekerjaan serta nama kuasanya (apabila pihak

menguasakan pada orang lain). 3.Pertimbangan atau alasan.
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Pertimbangan atau alasan putusan hakiminiada 2(dua)

bagian, yakni pertimbangan mengenai duduk perkara
danpertimbangan mengenai hukumnya. 4.Amar atau Diktum Putusan. EDi
dalam amar putus memuattentang pernyataan hukum, timbul

atau hilangnya suatu keadaan hukum, penetapan hak serta

isi putusan yang berupa pembebenan prestasi tertentu.

Sedangkan didalam 27 diktum berisi penetapan siapa yang

berhak atau siapa yang benar atau pokok perselisihan. 5.Mencantumkan
Biaya Perkara. Biayaperkara dicantumkan dalam putusan, hal
inidiatur Pasal 184 ayat (1) HIR serta Pasal 187

RBG, sedangkanjumlahbiaya perkarayang dibebankan pihak

yang berperkarajugadiaturdalam Pasal 183 ayat (1)

dan Pasal 194 RBG. 6.Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan.
Kekuasaan pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus
perkara adalah\merupakan bentuk dari fungsikonstitusionil
sepertiyang diamanatkan olehketentuan Pasal 24 UUD 45.
Berkenaan dengan itu Yahya Harahap mengemukakan, bahwa;
sistem penegakkan hukum yang resmiadalah diforum badan
peradilan.36Sedangkan didalam penjatuhan putusan suatu

perkara seoranghakim mempunyai kebebasan, namun ada beberapa
prinsip yang harus diingatbahwa pengadilan mempunyai fungsi
sebagai katup penekanadalah melakukan tindakan-tindakan yang

diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilandalam hal
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terjadi pelanggaran-pelanggaran. Tindakan-tindakan tersebut
berupa:tindakan preventif(ditujukan kepada masyarakatdan
pelaku), tindakanrepresifdan korektif kepadapelaku, tindakan
edukatif kepada masyarakat dan pelaku. Selain
itu,Pengadilanmempunyaifungsi sebagai pelaksanapenegak hukum
yang berarti Pengadilan mempunyai peran dalam menjaga
36YahyaHarahap, 2005,Hukum Acara Perdata: tentang gugatan,
persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan,
Jakarta, Sinar Grafika, hal. 853. 28 kemerdekaanmasyarakat,
artinyamembela serta menjamin terlindunginya HAM pihak-pihak
yang bersengketa, kelompok maupun orang perorangan serta
meningkatkan perlindungan HAM dibidang kehidupanserta
penegakkan hukum.Pengadilanjuga berfungsi sebagai
walimasyarakat, artinya melalui Hakimmaka Pengadilanmempunyai
peranan serta harus bertindak sebagai waliyang
baikkepadamasyarakat yang mencari keadilan. Oleh sebab itu
hakim harus tegasdan menjamin dalam menyelengarakan proses
peradilan danmenyelesaikan sesuai tuntutan hukum
dengandidasarkan padaperlakuan sama di muka hukum dan
perlindungan yang sama oleh hukum. Dalam menjalankan
tugasnya, Hakim bebas dari campurtangan pihak eksekutif,
legislatif,semua paksaanmaupun rekomendasi dari pihak manapun.

Hal ini sesuaidengan amanat Pasal 1 UU. No.4 Tahun
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2004 alinea pertama yang menyatakan bahwa; Kekuasaan

kehakiman mengandung pengertian bebas dari campurtangan

pihak ekstra yudisial, kecualiyang disebut dalam UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnyadinyatakan

puladalam Pasal 1 UU. mNo. 4 Tahun 2004 menjelaskan, bahwa:
kebebesan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat

tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum

dan keadilan berdasar pancasilasehingga putusanya

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Sehingga penjelasan

dalam Pasal 1 inimenunjukkan bahwa penerapan hukum oleh

hakim tidak bersifat mutlak akan tetapi bersifat relatif

karena masih ada batasan-patasan yangtidak boleh dilalui,

yaitu Pancasila dan rasa keadilan masyarakat. 29 Di

dalam menjatuhkan putusan kedudukan hakimsecarafundamental

tidakdemokratisdan pada saat hakim mengambil keputusantidak

membutuhkan akses darisiapadan manapun, serta

tidakmemerlukan negosiasi dengan pihak manapun. Sebagai

akibat dari kekuasaan Hakim yang mandiri maka Putusan

yang dijatuhkanHakimharus dianggap benar dan adil jika

putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila prinsip

ini tidak dipegang teguh, maka akibatnya sendinegara

hukumdan kepastian hukum akan runtuh.Hakim tidak bisa

dituntut serta disalahkan atas pelaksanaan fungsidan
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kewenangan peradilan, bahkan apabila hakim telah melampui
batas wewenangnya, keliru menerapkan hukumnya, maupun telah
melanggar hukum acarayang berlaku. Apabila prinsip

imunitasini tidak ditegakkan maka sistem peradilan akan

menjadi kacau, karena akan terjadi kebebasan dalam

menggugat kekuasaan kehakiman. EEUntuk itu, kekeliruan
dalam suatu keputusantelah disediakan koreksi terhadap
putusan yangdijatuhkan hakim, yaitu melalu upaya hukum
banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Terhadap kekeliruan
tersebut hakim dapatdinyatakan tidak profesional dan
dengandikualifikasikan tidak profesiponal itu iadapat

terkena sanksi administratif, yaitu berupa pencabutan

jabatan hakim secaratetap dan dicabut haknya untuk

bersidang, memeriksa serta mengadili perkara dalam jangka
waktu tertentu. Putusan yang dijatuhkan hakim harus
benar-benar berdasarkan systemperadilan yang fair, jujur
dengan pertimbangan hukum yang 30 berdasarkan keadilan

yang bermoral tidak berdasarkan undang-undang semata, jika
putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap maka siapapun

tidak ada yang mempunyai hak dan berkuasa untuk
mengubahnya (hanya sebatas grasi dan amnesti) ataupun

melaui Peninjauan kembali. Maka putusan itu wajib

dilaksanakan baik itu secara sukarela ataupun melalui
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paksaan (eksekusi) dengan tidak mempermasalahkan putusan

yang dijatuhkan itu berakibat buruk atau tidak menyenangkan dan kejam.
EBIJenis-Jenis Putusan Beberapa jenis putusan hakim

dalam pengadilan dilihat dari segi fungsinya, yaitu untuk

mengakhiri suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 7.1. EmPutusan
Akhir Putusan akhiradalahsebuah putusan yang mengakhiri
pemeriksaan dalam persidangan, baik itu yang melalui

proses tahapan dalam persidangan ataupun yang tidak

melalui proses atau belum dilakukan proses pentahapan pemeriksaan.
Terdapat beberapa penjatuhan putusan sebelum sampai pada

tahap akhir, namun sudahmelaluipemeriksaan, yakni:Putusan
gugur, putusan Verstek yang tidak dilawan (verzet),

putusantidak diterima, dan putusan yang menyatakan
pengadilantidak berwenang..7.1.1. Putusan Sela Putusan
selaadalah putusan yang dijatuhkan hakim dalam proses
pemeriksaan yang bertujuan supaya pemeriksaan dalam
persidangan berjalanlancer. Dengan adanya putusan sela

bukan berarti pemeriksaan 31 perkara berakhir, tetapi

putusan selatersebutakan mempunyai pengaruh terhadap

jalan dan arah dari pemeriksaan. Putusan sela dimuat

dalam berita acara persidangandan putusan seladibuat

seperti putusan biasa serta tidak terpisahkan. Putusan

selainiakan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk
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umum, dan harus ditandatangani oleh majelis hakim seta panitera siding.
EEEPutusan selatidak berdirisendiridan merupakan
bahan untuk dipertimbangkan dalam putusan akhir, oleh
sebab itu harus selalu tunduk pada putusan akhir. Hakim dapat
mengubah putusan sela seturut keyakinan hakim, dan hakim
tidak terikat padanya. Dalam putusan selainitidakada

upaya banding, kecualiberbarengan dengan banding terhadap
putusan akhir, dan terhadap putusan sela tersebut

pihak-pihak bisa meminta salinan putusan selayang sah.

7.1.2. PutusanPrepraratoir Merupakan salah satu spesifakasi
yang ada dalam putusan sela, yang dijatuhkan hakim untuk
menyiapkan serta mengatur dalam melakukan pemeriksaan
perkara. Sedangkan sifatdari putusanini pada dasarnya

tidak akan berpengaruh terhadap poko perkara.Contoh:
putusan yang menetapkan bahwa gugatan balik (reconventie)
tidak akan diputus bersamaan dengan gugatan
dalamconventie.37Misalnyajuga seperti sebelum hakim memulai
persidangania menjatuhkan putusan dalam hal mengatur
penjadwalan harisidang atau tahapan-tahapan dalam
persidangan, namun halinijarang dilakukan. 37LilikMulyadi,
Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek di

Indonesia, Jakarta, Jambatan, hal. 210.32 7.1. EB.

Putusanlnterlacutoir Bentuk khusus dalam putusan sela,
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putusanini dapatberisibermacam-macam perintah di dalam
tahapan proses pembuktian dan putusan ini akan berpengaruh
terhadap dalam pokok perkara, atau mempengaruhi putusan akhir.
38Misalnya; a.Putusan untuk mendatangkan dan mendengarkan
keterangan ahli, hal ini diatur dalam Pasal 154 HIR.

b.Putusan yang memerintahkan adanya pemeriksaan setempat,
diaturdalamPasal 153 HIR. Hal ini bisa dimohonkan oleh

salah satu pihak berperkara danpelaksanaannya dilakukan oleh
hakim komisaris dan panitera. mmc.Putusan yang memerintahkan
adanya pengucapan sumpah, baik itu sumpah tambahan ataupun
sumpah penentu, ini diatur dalam Pasal 155 HIR dan Pasal Perdata.
d.Putusan yang memerintahkanuntuk pemanggilan saksisecara
resmiolehjurusita, ini berdasarkan permohonan pihak
karenasaksiyang diperlukan tidak hadir, diatur dalam Pasal 139 HIR.
me.Putusan yang memerintahkan diadakannya pemeriksaan
pembukuanoleh pihak yang berkompeten untuk itu (akuntan publik).
38Moh. TaufikMakarao, 2009,Pokok-Pokok Hukum Acara
Perdata,)Jakarta, Rineka Cipta,hal. 129. 33
7.1.4.Putusanincindenteel Putusan ini merupakan salah satu
darimacam putusan selayang berkaitan denganterjadinya
incident,yang diartikan oleh Rv sebagai peristiwa atau

kejadian yangmenunda jalannya pemeriksaan perkara dalam

sidang.39Ada dua bentuk putusanincidenteel,yaitu:
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a.Putusanincidenteeldalam gugataninterventie. mPutusan yang
memberi kesempatan dan hak kepada pihak ketiga yang
mempunyaikaitan dan berkepentingan supaya bisa
menggabungkan diri pada suatu perkar yang masih dalam

tahap proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Gugatan
interventieini berbentuk: 1)Voeging; mpihak ketiga masuk
dalam perkara dengan ikut campur atau memihak padasalah
satu pihak yang berperkara. 2)Tussenkomst; pihakketiga masuk
dalam perkarauntuk membela kepentingannya sendiri, karena
apayang disengketakan melekat kepentingannya sendiri.
3)Vrijwaring;pihak ketiga masuk dalam perkara karena ditarik
oleh pihak tergugat dalam proses pemeriksaan yang sedang
berlangsung.Untuk bertanggungjawab kepadatergugat karena
adanya gugatan penggugat yang ditujukan kepadanya, hal ini
juga berlakusama untuk Penggugat. 39LilikMulyadi, op.cit,

hal 212-213. 34 b.Putusanincidenteeldalam sitajaminan
(consevatoir beslag) Putusan inidijatuhkan jika hakim
mengabukal permohonan sita jaminan yang diajukan oleh
penggugat. 7.1.5. PutusanProvisioneel Disebut jugaprovisioneel
beschikking,yaitu putusan yang bersifat sementara dan berisi
tindakan sementara menunggu putusan akhirterhadap pokok
perkaradijatuhkan, ini diatur dalam Pasal 180 HIR.

Misalnya; mengenaipelarangan penerusan pembangunan gedung
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diatas tanah yang masih dalam sengketa dengan diancam

hukuman denda.Pada dasarnya gugatan provioneelini dapat

diajukan sendiriatau bisa jugadiajukan berbarengan

dengan gugatan pokok, mengingat gugatan provesioneelini

tidak bisa diajukan tanpa adanya gugatan pokok.karena
gugatanprevisioneelinimerupakanaccessoirdari gugatan pokok. E4O
Dalam hal menjatuhkan putusan Provisioneel ini, hakim

harus mempertimbangkan betul akibatlangsung yang melekat

dalam putusan tersebut. Karena di dalam putusanprovisioneel

melekat putusan serta merta (uitvoebaar bij voorraad) yang

berakibat putusan tersebut bisa dilaksanakan terlebih dahulu
walaupun perkara pokoknya belum diperiksa dan diputus. 41
40Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, Kitab Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 8.41M. EEEE
552558 | aal| asaou [ caa03 04 [105 08 07 s  niofasa a2l aasaaa s REE
Harahap,2005,Hukum Acara Perdata Tentang Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar

Grafika, hal. 886.35 7.1.7. Putusan Gugur Putusan yang

dijatuhkan berdasarkan hadirtidaknya pihak, yaitu sebagai

berikut: a.Putusan Gugur. Putusan gugur adalahputusan

yang berisi pernyataan, bahwa gugatan gugurkarena

Penggugat sudah dipanggil tetapi tidak pernah hadirdan

tergugat hadir serta memohon putusan. EEPutusan gugurdapat
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dijatuhkan saat sidang pertama atau sesudahnya, tetapi

sebelum pembacaan gugatan. Putusan gugurini bisa dijatuhkan
jika memenuhisyarat- syarat sebagai berikut:Penggugat sudah
dipanggil secararesmiserta patut supaya hadirdalam

sidang, penggugattidak hadir serta tidak mewakilkan
(kuasa)padaoranglain,Penggugattidak hadirdalam sidang
disebabkan suatu halangan yang sah,Tergugattidak hadir

dalam sidang, Tergugat memohon putusan. Apabila Tergugat
lebih dari satu tetapitidak hadir dalam sidang semua,

hakim bisa menjatuhkan putusan gugur. EDaIam putusan gugur
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan bagi
pihak yang tidak puas dengan hasil putusan dapat

mengajukan upaya banding ataupun mengajukan dalam perkara baru. 36
b.Putusan Verstek. Putusan verstek adalah putusan yang
dijatuhkan dalam haltergugat tidak pernahhadirdalam sidang
walau sudahdipanggil resmi. EEPada sidang pertama atau
sesudahnya, setelah pembacaan gugatan sebelum jawaban
Tergugat, selama Tergugat atau para Tergugat seluruhnya

tidak hadirdalam sidang dan sudah dipanggil secara

resmi, maka putusan verstek bisa dijatuhkan. Syarat-syaratdalam
penjatuhan verstek harusterpenuhi, yaitu:sudah dipanggilan
secararesmiserta patutterhadap Tergugat, tetapi

Tergugattidak hadirdalam sidang,Tergugat tidak mewakilkan
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padaorang lain (kuasa),Tidak hadirnya Tergugat karena
adanya halangan yang sah,Tergugattidak melakukan eksksepsi
mengenai kewenangan, Sidang dihadiri Penggugat, Penggugat
memohon putusan. Putusan verstek dapatjugadijatuhkan
jikaTergugatlebih dari satu dan tidak hadirsemua.

Dalam menjatuhkan verstek hakim hanya menilai secara

formil gugatan, dan belum ada penilaian materiil akan
kebenaran daridalil-dalil tergugat. Putusan Verstek bisa
dijatuhkan dan mengabulkan gugatan sepanjang gugatan
tersebut beralasan dan tidak melawan hak, dan dalil-dalil

37 dalam gugatan dianggap benar dan tidak perlu

pembuktian karenatidak dibantah tergugat, kecuali
perkara-perkara perceraian. Putusan Verstek tidak menerima
gugatan bisa doijatuhkan karena gugatan dinilai tidak
beralasan dan melawan hak. Tergugat bisa mengadakan
perlawanan terhadap putusan Verstek dengan mengajukan
verzet, akan tetapi sebelum hak verzetnya digunakan
Tergugattidak bisa banding. Sebaliknya, penggugat berhak
banding terhadap putusan Verstek yang dijatuhkan. Tergugat
tidak bisa mengajukan verzetjika penggugat mengajukan
banding, tetapitergugattetap berhak untuk banding. mDaIam
perkara perceraian hakim berkewajiban membuktikan terlebih

dahulu akan kebenaran dalil-dalil yang diajukan penggugat,
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dengan bukti yang cukup baru kemudian hakim menjatuhkah putusan verstek.
Putusan verstek menjadi mentah dan pemerikasaan

diteruskan padatahapa berikutnya, jika tergugat mengajukan

verzet; Verzet berartijawaban yang diajukan tergugat.
Jikaverzetdikabulkan, maka putusan verstek batal dan

hakim akan menolak gugatan pengguat. mjika Verzettidak

diterima, maka dalam putusan akhir hakim akan menguatkan verstek..
Selanjutnya, terhadap putusan akhirtersebut, tergugat

dapat mengajukan banding. 38 Putusan verstek yang tidak
diverzetdantidak dibanding, berakibat putusan verstek

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 7.1.8. Putusan Kontradiktoir.
EEPutusan akhiryangdijatuhkan dalam sidang tanpa

dihadirisalah satu atau pihak-pihak. Namun baik penggugat

maupun tergugat pernah hadirdi dalam sidang, dan upaya

banding dalam putusan kontradiktoirini terbuka adanya upaya banding.
Apabila putusandilihat dari segiisinyagugatan, maka

putusan yangdijatuhkan hakim dapatdibagi, yakni:

a.Putusantidak diterima. Dalam putusan tidak diterimaHakim
menyatakan bahwa, gugatan penggugattidak diterima, sebab

gugatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan hukum,

baik secaraformil ataupun materiil. Apabila terdapat eksepsi

dan dibenarkan hakim, maka oleh hakim dinyatakan gugatan

tidak diterima. Akan tetapi, eksepsitidak terjadi apabila
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gugatan tidak memenuhi persyaratan hukum atau ada hal
yang menjadi alasan eksepsi. Penjatuhan putusan tidak
diterima bisa dijatuhkan setelah jawaban, kecuali dalam
verstek gugatan tersebutdinyatakantidak beralasan atau
melawan hak, maka putusan tersebut bisa dijatuhkan sebelum
jawaban. Ketika putusan dijatuhkan, pokok perkara (dalil)
belumdinilai, yang dinilai saatitu baru persyaratan

dalam menggugat, danjika syarat untuk mengajukan gugatan
tidak terpenuhi maka 39 gugatan pokok (dalil) tidak bisa
diperiksa. Putusan berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap
putusan tidak diterimaini, terguat bisa mengajukan upaya
hukum banding ataupun mengajukan perkara baru, inipun
berlaku untuk pihak tergugat, dan sifat putusaniini
merupakan putusan akhir. b. Putusan:gugatan ditolak. Dalam
hal putusan terhadap gugatan yang ditolak maka Hakim
terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat gugat sudah
terpenuhiatau belum, haliniditujukan supaya hakim

bisa memeriksa dan mengadili pokok gugatan.Setelah melalui
proses pemeriksaan jika dalil-dalil penggugat tidak

terbukti, maka hakim dalam menjatuhkan putusan akhirakan
menyatakan gugatan ditolak. c.Putusan Mengabulkan Gugatan
Pengugatuntuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Putusan tersebutadalah putusan akhir. Dalil dalam gugatan
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adayangterbuktidan adayangtidak atau tidak

memenuhi persyaratan, maka: jika dalil terbukti, tuntutan
dikabulkan; jika dalil tidak terbukti, gugatan ditolak;

danjikadalil tidak memenuhi persyaratan, gugatan diputus
CRETSTETEW 162 | 167| 168|169 170|171 174 177 179[ 181 | 182 186 | 104 T
Putusan mengabulkan gugatan seluruhnya. Jika semua persyaratan
gugatanterpenuhidan seluruh dalil-dalil penggugat dapat
dibuktikan. Pada prinsipnya, setiap gugatan (petitum) harus
didukung dalil yang bisa dibuktikan. Namun jika ada satu

gugatan (petitum) didukung dengan beberapa dalil, dan satu
dalilyang 40 bisa dibuktikan maka dengan demikianbukti

itu sudah cukup, walaupun ada kemungkinan dalil-dalil yang

lain tidak terbukti. Berdasarkan sifatnya maka putusandapat
dikategorikan menjadi: 1). Putusan Diklatoir. Putusan ini

merupakan pernyataan pada keadaan tertentu dan bersifat

sah menurut hokum.42Putusan ini menyelesaikan semua perkara
yang sifatnya voluntair pada bentuk
penetapan(bechiking).Putusaninibiasanya berupa menyatakan
dantidak memerlukan eksekusi. Hanya memberi kepastian

hukum pada keadaan yang telah ada, tidak mengubah maupun
menciptakan hukum baru; 2). Putusan Konstitutif. EEMenciptakan
keadaan hukum baru yang beda dengan keadaan hukum

sebelumnya. Pasti mengenaistatus hukum seseorang atau
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hubungan keperdataan satudengan yang lain. Tidak perlu eksekusi
dandinyatakan dalam bentuk putusan. Berupa penetapan atau

pula menggunakan kalimat aktif yang berkaitan dengan pokok

perkara. Contoh: memutuskan perkawinan, dsb. BKeadaan baru

yang ditimbulkan dimulai ketika saat putusan mempunyai

kekuatan hukum tetap. 3).Putusan Kondemnatoir. EEPutusan
kondemnatoiradalah putusan yang bersifat menghukum untuk
memenuhi prestasi dengan melakukan sesuatu atau menyerahkan
sesuatu pada pihak lawan. 43Putusan iniada pada perkara

kontentius dan pasti berbunyi menghukum dan memerlukan eksekusi. E
EEE42Riduan Syahrani, 2000,Buku Materi Dasar Hukum

Acara Perdata,Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. m5125.43|bid 41
Apabila terhukum tidak bersedia melaksanakanisi putusan

dengan sukarela, maka dapatdimohonkan bahwa putusan bisa

dilakukan dengan paksaoleh pengadilan yang memutusnya. Selanjutnya,
jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, putusan

bisadieksekusi, kecuali terjadi (vitvoerbaar bijvoorraad),

yakni putusan dapatdilaksanakan walaupun masih ada upaya hukum. EE
Putusan kondemnatoir bisa berisi hukuman supaya

menyerahkan barang, membayar sejumlah uang, mengosongkan
rumah/tanah, menghentikan/melakukan sesuatu perbuatan

tertentu dan menghentikan suatu keadaan tertentu. f.Pelaksanaan

Putusan Pada sistem peradilan terdapat bermacam-macam cara
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untuk melaksanakanputusan, yaitu: 1). Menjatuhkan hukuman
kerpadasalah satupihak supaya membayar sejumlahuang; 2).
Menjatuhkan hukuman kepada salah satu pihak supaya
melakukan perbuatan tertentu; 3). Menjatuhkan hukuman Kepada
salah satu pihak supaya mengosongkan suatubenda tetap; 4).
Mengeksekusisecarariil yaitu dengan menjual melalui
pelelangan. Namun demikian harus diingat, bahwa untuk
melakukan eksekusiterhadap putusan pengadilan memerlukan
syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut: 42 a). Putusan

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terkecuali terhadap
putusanyang sifatnya serta merta (dapatdilaksanakan

terlebih dulu), putusan provisi, akta perdamaian dangrose akta. HE
Emb).Terhukum tidak menlaksanakan putusan dengan
sukarela, walaupun sudahada peringatan (aan maning) dari

ketua pengadilan; b).Putusan bersifat Kondemnatoir, maka
didalam putusan diklaratoir sertakonstitutif tidak perlu eksekusi; E
mc).PeIaksanaan eksekusi melalui perintah dan dibawah
pimpinan ketua pengadilan. 8.Mediasi Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi
di Pengadilan, maka setiap perkara harus diajukan mediasi
terlebih dahulu. bMediasi merupakan cara penyelesaian
sengketa secara damaiyang tepat, efektif, dan dapat

membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk
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memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. EEB
Pasal 4 (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke

Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan

verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet)

maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap

pelaksanaanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib

terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi,
kecualiditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. EE
EEEEEEBerdasarkan Peraturan Mahkamah Agungini

maka yang dimaksud dengan mediator adalah Hakim atau

pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak

netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. E
EEB Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, dalam menjalankan fungsinya mediator bertugas: a. EEEE
ﬂmemperkenalkan diridan memberi kesempatan kepada Para

Pihak untuk saling memperkenalkan diri; EEEEEb.menjelaskan
maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;

c.menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan

tidak mengambil keputusan; EEEEmd.membuat aturan

pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; HEEEEEE
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e.menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan

dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); EEEEE
f.menyusunjadwal Mediasi bersama Para Pihak; g.mengisi
formulirjadwal mediasi. h.memberikan kesempatan kepada Para

Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
i.menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan
berdasarkan skala proritas; j.memfasilitasi dan mendorong

Para Pihak untuk: 1. menelusuri dan menggali kepentingan

Para Pihak; 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang

terbaik bagi Para Pihak; Haﬂdan 3. Hammbekerja sama
mencapai penyelesaian; Hamﬂk membantu Para Pihak dalam
membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; HEEE
l.menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/
atautidak dapatdilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
Emm.menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak

beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; E
n.tugas lain dalam menjalankan fungsinya. EamﬂmmDalam

hal mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak

dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara
tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani

oleh Para Pihak dan Mediato (Pasal 27 ayat 1). EBMediatorwajib
melaporkan secaratertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim

Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. 44
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Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasiini juga mengatur
mediasi perkara perceraian dalamlingkungan peradilan agama. HEE
Pasal 31 PERMA menyatakan bahwa mediasi perkara
perceraiandalam lingkungan peradilan agamayang tuntutan
perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya maka
apabilaPara Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup

rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan
lainnyamakakesepakatantersebutdituangkan dalam Kesepakatan
Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya
dengan perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 32 PERMA

apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat

dilaksanakan makaMediator wajib menyatakan Mediasi tidak

berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara

tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. EEEEEEE
172 173 176 78 0] 182 104 05 197 80] 00 s 1023 FEIRT

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. mHasiI Penelitian 1.
PutusanNomor217/Pdt.G/2014/PN.SMG a.Kasus
Gugatanperceraianterjadi antara AA, seorangistri, sebagai
Penggugatdan WP, suami, sebagaitergugat. Mereka berdua
telah menikah padatahun 1999 dan memiliki dua anak
berumur masing- masing 14 tahun dan 12tahun. Pada tahun

2005 mulai terjadi percecokan karenatergugattidak pernah
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memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya. Hal
tersebut mendorong penggugat untuk bekerja, namun hal
tersebut menimbulkan kecemburuan dari pihak tergugatdan
terjadinya percekcokan hingga kekerasan fisik. Percekcokan
dan kekerasan fisik telah menimbulkan luka-luka dan
menyebabkan mereka pisah ranjang tahun 2007. Percekcokan
yang tidak kunjung berhentiakhirnya memuncak padatahun
2008 ketika tergugat meminta penggugat untuk mengajukan
gugatan cerai. Kasusmereka berhasil didamaikan oleh Hakim
sebelum proses pengadilan dimulai, sehingga perkara dicabut.
Akan tetapi kekerasan kembali terjadi (enam) bulan

kemudian, bahkan tergugatjuga mengancam akan membunuh
penggugat. Ancaman yang dilakukan tergugat menyebabkan
penggugat kembali ke rumah orangtuanyasejak tahun 2013 dan
tidak pernah melakukan hubungan suami-istri sejakitu.

Pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikankeduanya. 46
Penggugat menghendakiagar kedua anaknya yang masih di
bawah umur meminta hakasuh/pemeliharaan diserahkan
kepadanya, dan memintatergugat menjalankan kewajibannya
sebagaiorangutan untu memberikan biaya sehari-haridan
pendidikan setiap bulan 10 juta bagi kedua anaknya.
b.Pertimbangan dan Putusan Hakim Hakim memberi pertimbangan

melalui keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat
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sering berselisih dan bertengkardantelah berpisah

ranjang sejak bulan Desember2013. Upaya untuk mendamaikan
melalui keluarga telah dilakukan, akan tetapi tetap tidak
membuahkan hasil sehingga Majelis Hakim memandang patut
dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugatdan

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Majelis Hakim
jugatelah menunjuk hakimsebagaimediator dalam perkara
tersebutdantelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak,
dan berdasarkan laporan Mediatortanggal 14 Agustus 2014
mediasi telah gagal. Hakim juga mempertimbangkan keberadaan
duaanak Penggugat yang masih berumur 14 dan 12 tahun.
Mengingat kedua anak masih berada di bawah umurdan

secara psikologis hubungan lebihdekatdenganibunya
(Penggugat) karena sehari-hari diasuh oleh penggugat, maka
sudah sepatutnya anak tersebut di bawah asuhandan

bimbingan Penggugat. anak-anak penggugatmengikuti dan tinggal
dengan Penggugat selaku ibunya hingga dewasa dan berdiri
sendiri,dengan 47 ketentuan apabila Tergugat selaku ayah
kandung anak tersebutingin mengunjungi atau bertemu
anakanya untuk saling memberikan kasih sayang, Penggugat
tidak menghalangi dan melarangnya.Hakim menolak untuk
mengabulkan permohonan Penggugat mengenaikewajiban Tergugat

memberikan nafkah sebesarRp, 10 juta setiap bulan
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karena Tergugattidak bekerjadan tidak mempunyai
penghasilayang cukup. Dalam kaitannya dengan permohonan
perceraian dan hak asuh anak, Hakim menyatakan bahwa
perkawinan penggugatdantergugat putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumn, serta menyatakan bahwa hak
asuh/pemeliharaan anak-anak ada pada penggugat selaku
ibunya 2.Putusan Nomor428/Pdt.G/2014/PN.Smg a.Kasus
Gugatanperceraiandiajukan olehlS seorang istrisebagai
penggugatterhnadapSW seorang suami sebagaitergugat. Mereka
berdua menikah padatahun 2001 dan memiliki dua orang
anak yang lahirpadatahun 2002 dan 2004. Awalkehidpan
perkawinan mereka berjalan dengan baik dan penuh
kebahagiaan, akan tetapi kehadiran wanitaidaman lain

(WIL) dalam kehidupan tergugat dan tidak adanya pemberian
nafkah daritergugat kepada penggugattelah menimbulkan
perselisihnan dan percekcokan terus-menerus. Oleh karena itu
gugatanperceraian didasarkan pada alasan bahwa telah terjadi
perselingkuhan, tidak adanya pemberian nafkah, perselisihan
dan percekcokan terus menerus, serta kehidupan rumah
tanggayang 48 sudahtidak baik karena sudah tidak

tinggal satu rumah selama 3 bulan. Penggugat menghendaki
agar perkawinan putus karena perceraian dan hak asuh

anak diberikan kepadanya.Majelis Hakim telah mengupayakan
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mediasi agar mereka melakukan perdamaian, akan tetapi

mediasi dinyatakan gagal sehingga gugatan perceraian tetap
dilanjutkan. Didalam persidangan para saksi telah

memberikan kesaksiannya yang keterangannya oleh Hakim

dianggap berhubungan satu sama lain dan membuktikanbahwa
kehidupan perkawinan penggugatdantergugattidak dapat
diselamatkan. b.Pertimbangandan Putusan Hakim Majelis Hakim

telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan

menunjuk Hakimsebagaimediator. mBerdasarkan laporan Mediator
tanggal 30 Desember 2014, Mediasi telah dinyatakan gagal. [ 2 5
EMajeIisHakim mempertimbangkan bahwa perkawinan penggugat
dantergugatsudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang

menyatakan bahwa apabila antara suami-istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada

harapan akan hidup rukun lagi. Oleh karenaitu, gugatan

untuk berceraidikabulkan oleh Hakim. Sebagai akibat dari
dikabulkannya gugatan perceraian, Majelis Hakim memutuskan

untuk memberikan hak asuh anak-anak penggugatdantergugat
kepada penggugat sebagaiibunya. Pertimbangan Majelis Hakim
memutuskan demikian karena anak-49 anak masih di bawah

umur, keseharian anak-anak bersama denganibunyasehingga

Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut akan
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lebih tepat apabila pengasuhan, pemeliharaan dan

pendidikannya diserahkan kepada Penggugat sebagaiibunya
dengantanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai
bapaknyauntuk memberikan biaya pemeliharaandan pendidikan bagi
anak-anaknya. 3.Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PN.Smg

a.Kasus Gugatanperceraian yang dilakukan oleh HB, seorang
suami, sebagai penggugat terhadap istrinyabernamaYC
sebagaitergugat.Para pihak telah melangsungkan perkawinan
sejak tahun 2003 dan memiliki anak pada tahun 2004.

Penggugat menyatakan bahwa kehidupan rumah tangganya mulai
tidak harmonis ketika ia bekerja di Jakartakarena tidak

memiliki pekerjaan tetap di Semarang dan sejakitu

tergugatlebih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya.
Penggugat menyatakan beberapa alasan untuk mengajukan
perceraian berupa penurunan drastis pendapatan ekonomibagi
keluarga, problem nafkah batin, pandangan hidup penggugat
dantergugatsudah sangatjauh berbeda. Pada saat

gugatan perceraian diajukan ke pengadilan, anak penggugat
dantergugat berada dibawah pengasuhantergugatyang

memiliki penghasilan dari usahanya sebagai tukang jahit.

Anak mereka dirawat dan disekolahkan oleh Tergugat.
Penggugatdalam 50 gugatannya menghendakiagar anaknya tetap

berada di bawah pengasuhan tergugat. b.Pertimbangan dan
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Putusan Hakim Menimbang bahwa para pihak yang berpekara
terlebih dahulu menempuh upaya mediasi untuk mengakahiri
perselisihan antara mereka secaradamai, dan para
pihaksepakat menyerahkan sepenuhnyakepada Majelis Hakim
untuk menunjuk mediator dan untuk itu Majelis Hakim
menunjuk Hakimsebagaimediator. Mediasi telah dilakukan pada
10 Mei 2016 dan Mediator memberitahukan bahwa mediasi
yang dilakukan telah gagal mencapaikesepakatan. Majelis
Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekcokan antara
penggugatdantergugattelah terbukti sehinggaseluruh
permohonan gugatan perceraian Penggugat dikabulkan termasukhak
pengasuhanterhadap anak yang diberikan kepada tergugat.
4.Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg a.Kasus Gugatan
perceraian diajukan oleh NKD yang berstatus sebagaiistri
terhadap suaminya bernama Sm sebagaitergugat.NKD Keduanya
menikah padatahun 2003, dan dari hasil pernikahan

mereka telah lahirduaorang anak yang lahir pada

tahun 2004 dan 2009. Gugatan perceraian diajukan pada

tahun 2013 dengan berbagai alasan, misalnya:tidak pernah
memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat, cemburu
berlebihan yang memunculkan tuduhan 51 perselingkuhan
disertai dengan kata-kata kasar dan tidak patut. Apabila

dinasehatitergugat selalu marah-marah Akan tetapitergugat
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menyampaiakn bantahannya bahwa alasan-alasan yang
disampaikan Penggugattidak benar karena justru Penggugat
yang tidak bersedia diberi nafkah setelah yang

bersangkutan bekerja. Selain itu, Penggugat juga memiliki
hubungan yang intensif dengan laki-laki lain dan hal
tersebutdiketahuioleh beberapa saksitermasuk oleh anak
kandung Penggugat. Penggugatjuga mengabaikan anak-anaknya
karena lebih sering menghabiskan waktunya untuk
bersosialisasi lewatmedia sosial.Menurut tergugat, Penggugat
sudah tidak bisa dinasehati dan sejak bulanJuli 2016

telah pergi meninggalkan rumah tanpaijin kepada Tergugat
selaku suami. Tergugat memohon agar hak asuh anak-anak
diberikan kepada TErgugat karena selama ini setelah
Penggugat meninggalkan rumah, anak-anak selalu hidup bersama
dengan Tergugat dan semua biaya hadlanah dan nafkah
anak-anak menjaditanggungjawab Tergugat Anak-anak diasuh
oleh Tergugat tanpa kekeuarangan dan kendala apapun.
b.Pertimbangan dan Keputusan Hakim Majelis Hakim telah
mengupayakan perdamian dan melalui mediasi yang dilakukan
oleh Hakimsebagaimediator namun tidak berhasil, selanjutnya
dibacakan surat gugatan Penggugat. Hakim menimbang bahwa
karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugattelah

terjadi perselisihan dan pertengkaran 52 terus-menerus maka
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yang dijadikan dasar dalam gugatan adalah Pasal 32 (2)
UUNomor1lTahun 1974 ,jopasal 19(f) PPNomor9

Tahun 1975 Jis Pasal 116 (f) Kompilasi Hukumlislam).
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan menerima
perceraian, akan tetapi perceraian dapatterjadi bukan

karena mau atau tidak mau para pihak, perceraian dapat
terjadi karena ada atau tidaknya alasan untuk melakukan
perceraian sesuai dengan hukum yangberlakusebagaimana
ketentuan hukumyang ada, dalam hal iniadanya

perselisihnan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana
ketentuan Pasal 19 (f) PPNomor9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan keterangan
saksi-saksiyang diajukan dari pihak Penggugatdan

Tergugat yang menerangkan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan adausaha saksi untuk mendamaikan telah
maksimal ternyatatidak berhasil maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa ada kesesuaian antaradalil dan
keterangan saksi.Dengan demikian Hakim menimbang bahwa
perkawinan antara penggugatdantergugattidak ada harapan
akan hidup lagi, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat

sudah pisah tempatdan sudah tidak saling mempedulikan
sejak bulan]uli2016. Hakim juga menyampaikandi dalam

pertimbangannya bahwa terlepas dariapapunyang
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melatarbelakangi pecahnyarumah tangga Penggugatdengan
Tergugatdantidak ada harapan untuk dapat hidup rukun
kembali maka perceraian dapatdijatuhkan dengantidak 53
mempersoalkan siapayang salah yang menjadi penyebab
timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Menimbang bahwa
karena Penggugatdan Tergugat masing- masing saling bantah
mengenai hak asuh anak tersebut dan kedua belah pihak

telah menghadirkan saksi, maka untuk mengetahuisecara
langsung tentang kondisi kedua orang anak hasil perkawinan
Penggugatdan Tergugat maka Majelis Hakim meminta kepada
Tergugat untuk menghadirkan kedua anak menghadap di
persidangan untuk didengar keterangannya meskipun salah satu
anak terebut belum mumayyiz, namun untuk kepentingan
terbaik anak maka anak tersebut tetap didengar pendapatnya
(Pasal 2 huruf (b) dan pasal 26 ayat (1) huruf (b)

UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Di muka
sidang kedua anak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak
menentukan pilihannya untuk diasuh oleh Penggugat selaku
ibunya atau Tergugat selaku ayahnya, keduanya menginginkan
tetap diasuh oleh ayah danibunya meskipun kedua
orangtuanya berpisah. Menimbang bahwa dari keterangan

saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta bahwa
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Penggugat masih sering bertemu dengan kedua anaknya dan
masih mencurahkan kasih sayang pada saat-saat tertentu,
sedangkan Tergugattelah mengasuh kedua anak terebut
dengan baikdannyaman, Majelis Hakim berpendapat agar
kenyamanan kedua orang anak terebut tidak terganggu
meskipun antara Penggugatdan Tergugat bercerai maka sudah
seharusnyaanak 54 tersebutdilindungi dari permasalahan
kedua orangtuanyaterebut semata-mata untuk kepentingan yang
terbaik bagianak (Pasal 2 huruf (b) dan pasal 26

ayat (1) huruf (b) UUNomor23 Tahun 2002 yang telah

diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak). Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan
kepentingan anak maka Majelis Hakim berpendapat kedua
oranganak Penggugatdan Tergugat terseut tidak akan
ditetapkan kepada Penggugat maupun Tergugatdandengan
tetap berada pada status sepertisekarang dengan diasuh

oleh Penggugatdan Tergugat sebagaiibu danayahnya,
sepertiyangtelah berjalan pada waktu keduaorangtuanya
berpisah rumah, dengan tetap memberikan kebebasan kepada
Penggugatdan Tergugat selaku orangtua untuk mencurahkan
kasih sayangnya masing-masing(Pasal 5 ayat1 dan 2 UU
Nomor 1 Tahun 19774 tentang Perkawinan). Majelis Hakim

jugamenambahkan bahwakeputusan untuk tidak memberikan hak
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asuh kepada salah satu pihak didasarkan pada pertimbangan
psikologis kedua anak yang dikhawtirkan akan berpengaruh
terhadap kehidupan anak. pihak yang ditetapkan sebagai
pemegang hak asuh akan mersalebih memiliki dan

cenderung akan menguasai dan membatasi gerak anak yang
diasuh, sedangkan pada anak yang ditetapkan hak asuhnya

akan terkekang dan akan memihak kepada pihak yang akan
ditetapkan sebagai pengasuh, yang justru dapat menimbulkan
benih permusuhan antara anakdan orangtua, 55 Majelis Hakim
berpendapatdengantidak ditetapkan hak asuh anak kepada

salah satu pihak maka diharapkan jalinan kasih sayang
antaraorangtuadan anaknyatersebut dapatberjalan dengan
baik. B.Kuesioner Kepada Hakim. Terdapat5 (lima) Hakimyang
mengembalikan kuesioner yang diserahkan, yaitu:empat(4) orang
Hakim Pengadilan Negeridan satu (1) orang Hakim Pengadilan
Agama.Berikutini adalah jawaban yang disampaikan oleh

para Hakim terkait dengan seluruh pertanyaan yang diajukan

oleh peneliti. Tabel 1.Hak Pengasuhan Berdasarkan
UUPerkawinan NoHakim]Jawaban 1Hakim PN44Masalah tanggung jawab
orangtua (bapak/ibu) tetap bertanggung jawab terhadap anak
(Ps41dan45UUP).istilah yang digunakan memelihara bukan asuh. E
EEZHakim PN45Setelah terjadi perceraian hak pengasuhan
terhadap anak adalah baik ibu dan bapak tetap
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berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bapak
bertanggungjawab atas biaya pengasuhan dan pendidikan
anak-anak kecuali dalam kenyataannya tidak mampu, maka ibu
ikut menanggung biaya (Pasal41 UU 1/74) 3Hakim
PN46Konsepnya diserahkan kepada pihak yang nyata- nyata
bertanggungjawab 4Hakim PN47Pasal 41 UUP: suatu perkawinan
yang telah putus karena perceraian tidak mengakibatkan
hubungan antara orangtua dan anak2 yang lahirdari
perkawinan terseut putus. Suami-istri yang bercerai tetap
punyakewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak
termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dalam
pemeliharaan dan pendidikan tersebut. 5SHakim PA48lbu dan
Bapak tetap berkewajiban memelihara dan 44Jawaban yang
diberikan oleh Hakim Eddy P Siregar, SH pada tanggal
19Juli2018.45Jawaban yang diberikan olehHakim M.Yusuf,

SH. padatanggal 19 Juli2018.46Jawaban yang diberikan
olenNn padatanggal 19]Juli2018.47)Jawaban yang diberikan
oleh Hakim Echi Nasution padatanggal 19 Juli

2018.48Jawaban yang diberikan M.Syukri, SH.MH, pada tanggal
16Juli2018. 56 mendidik anaknya semata-mata berdasarkan
kepentingan anak, kecuali ada perselisihan maka Pengadilan
memberikan putusan Sumber: Data Terolah, 2018 Tabel 2.

Pendapat Hakim tentang Hak Asuh dalam UUPsebagai Hak
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Asuh Tunggal atau Hak Asuh Bersama NoHakimJawaban 1Hakim
PNTidak ada ditetapkan iniapatunggal atau bersama.
Kebanyakan diberi ke salah satu orangtua cerai, tetapi

bisajuga hak asuh bersama karenatidak dilarang 2Haki

m PNMenurut UUP pengasuhan anak adalah hak asuh bersama
karena suamidanistriyang telah bercerai tetap

mempunyai kewajiban sebagai orangtua, yaitu mendidik dan
memelihara anak secara bersama-sama 3Hakim PNHak asuh
bersama 4Hakim PNHak asuh bersama, kecuali hak asuh
diperselisinkan maka Hakim punya kewenangan memutus berdasar
keadilan dan bermartabat sesuai fakta hukum di persidangan
5Hakim PAHak asuh bersama karena Bapak atau Ibu
bertanggungjawab atas kelangsungan kehidupan anak memelihara
dan mendidik meskipun terjadi perceraian. Bapak
bertanggungjawab atas nafkah dan biaya pendidikan Sumber:
Data Terolah, 2018 Tabel 3. Hakim Pernah Memerintahkan

untuk Membuat Kesepakatan di Luar Pengadilan tentang Hak
AsuhSecara Bersama dan Menuangkan ke dalam Perjanjian
NoHakimJawaban 1Hakim PNTidakpernah 2Hakim PNTidak pernah
karena perintah pengasuhan anak adalah perintah UU,

kecuali dalam kenyataannya diperoleh fakta bahwa hak
pengasuhanitu dibebankan kepada salah satu pihak maka

dituangkan dalam pertimbangan dan putusan Hakim 3Hakim
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PNPernah memerintahkan tetapitidak dilaksanakan 4Hakim
PNSeharusnyadilakukan namun jarang terjadi 5Hakim PAPernah,
memutus perkarayang telah disepakati oleh kedua belah

pihak ketika kesepakatan itu tercapai pada saat mediasi

Sumber: Data Terolah, 2018 57 Tabel 4. Hakim Pernah
Memerintahkan untuk Membuat Kesepakatan di DalamPengadilan
tentang Hak AsuhSecara Bersama dan Menuangkan ke dalam
Perjanjian NoHakimJawaban 1Hakim PNBelum pernah 2Hakim
PNTidak pernah karena cukup dengan Putusan 3Hakim PNKalau
memerintah/memutuskan belum pernah karena tidak dituangkan
dalam perjanjian, tetapi secara kesepakatan lisan 4Hakim
PNPernah, terutama saat mediasi oleh hakim mediator 5Hakim
PATidak pernah karena Hakim biasanya hanya menganjurkan
agar kedua belah pihak membuat kesepakatan bukan putusan
Sumber: Data Terolah, 2018 Tabel 5. Hakim Selalu
Memerintahkan Salah Satu Pihak untuk Ikut Bersama Mengasuh
Anak NoHakimJawaban 1Hakim PNSelalu diberitahu 2Hakim
PNTidak selalu karena akibat perceraian terhadap pengasuhan
anak tetap lilitatif diatur dalam UUP, kecuali ada

permohonan dan didukung dengan fakta serta alasan yang
cukup barulah ditetapkan. 3Hakim PNYa tetapi kasuistis
juga4Hakim PNTidak selalu kecuali saat mediasi secara

lisan 5Hakim PAHakim dalam putusan menetapkan hak asuh
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kepada salah satu pihak akan tetapi Hakim menyatakan

pihak yang tidak ditetapkan tetap diberi akses untuk
bertemu anaknya Sumber: Data Terolah, 2018 Tabel 6. Anak
Selalu Didengarkan Pendapatnya NoHakimJawaban 1Hakim PNDalam
hal tertentu, yaitu bila ada keraguan Hakim terhadap

salah satu orangtua 2Hakim PNTidak selalu, kecuali
ditemukan adanya perselisihan terhadap hak asuh anak
antara Bapak danibunya. 3Hakim PNTidak selalu, melihat
kesempatan ataukeadaan anak tersebut 4Hakim PNTidak selalu.
Meskipun anak dianggap sudah cakap hukum namun akan
dilematis bagi anak untuk memberikan keterangan tentang
kedua orangtua yang disayanginya. Sebaiknya Hakim bijak,
bagianak dapatdiambil keterangan secara tertulis dan
disampaikan di hdapan persidangan demi menjaga psikologis
anak kalau harus diperiksa di hadapan hakim. sebaiknya
kedua orangtuanyatidak adadi 58 dalam ruangan. 5Hakim
PAAnak yanglebih dariumur 12 tahundidengar
pendapatnyaapabila hak asuhnya dipersengketakan di
pengadilan Sumber: Data Terolah, 2018 Tabel 7.Pengetahuan
dan Pendapat Hakim terhadap Konsep Hak Asuh Bersama
NoHakimJawaban 1Hakim PNBagus. apalagi kalau sudah ada
kesepakatan sebelum gugatan 2Hakim PNHak Asuh anak

harusdipandang dan diletakkan semata-mata untuk kepentingan
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anak, sehingga hak anak tersebuttidak boleh diabaikan

dan bahkan harus ditetapkan dalam putusan apabilaada
sengketa mengenai hak asuh anak. 3Hakim PNPendapatnya baik
karena untuk masa depan dan kejiwaan anak tersebut
4Hakim PNHak asuh bersama adalah yang utama karena tidak
adayang bisamenggantikan kasih sayang orangtua pada
anaknya. anak boleh tinggal dengan siapa saja dari
orangtuanyayangdiaanggap nyaman dan baik untuk tumbuh
kembang anaksehinggatidak ada tekanan psikis pada anak
paska perceraian terjadi. 5Hakim PAHakim tidak menyatakan
hak asuh bersama tetapisebaliknya hak asuh kepada anak
menjadi status quo Sumber: Data Terolah, 2018 Tabel
8.Pendapat Hakim tentang Hak Asuh Bersama danRencana
Pengasuhannya (Parenting Plans) NoHakimJawaban 1Hakim
PNSetuju. Lebih Bagus 2Hakim PNSetuju tetapi sifatnya
situasional untuk menghindari terjadinya perselisihan antara
ayahdanibuyang dapatberakibat pada hak asuh anak
3Hakim PNSetuju kalau alasan dasarnya memenuhi syaratdemi
kebaikan anak 4Hakim PNDalam hak asuh bersama tidak
perlu adajadwal pengaturan. Biarkan secaranormal dan

tidak ada yang berubah dari keseharian anak dalam

keluarga baik sebelum dan sesudah perceraian. anak harus

nyaman di manaiatinggal 5Hakim PADalam putusan tidak
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mungkinditerapkan karena putusan harus jelas dan bila
dituangkan tentang waktu akan menyulitkan pihak-pihak
Sumber: Data Terolah, 2018 59 Tabel 9.Pendapat Hakim

tentang Ketentuan yang Mengatur Hak Asuh Bersama di
Indonesia NoHakimJawaban 1Hakim PNTidak jelas diatur 2Hakim
PNAda, yaitu pasal 41 dan Pasal 45 UUP, dan UU Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3Hakim PNKetentuan
khusus tidak ada 4Hakim PNBelum ada ketentuan khusus,

hanya mengacu pada UU Perlindungan Anak, namun bisa
diarahkan untuk membuat kesepakatan bersama antara orangtua
demikebaikan dan tumbuh kembang anaknya. SHakim PATidak
ada, kalau perkara hak asuh anak menjadi ranah sengketa

di pengadilan maka harus ditetapkan pada salah satu

pihak Sumber: Data Terolah, 2018 Tabel 10.Pendapat Hakim
tentag Perlunya Mengubah Konsep Hak Asuh Tunggal Menjadi
Hak Asuh Bersama NoHakim)Jawaban 1Hakim PNKedua alternative,
bisa diatur karena bisa jadi salah satu orangtua sakit

jiwa 2Hakim PNHak asuh Bersama harus dipertahankan dan

tidak perlu diubah menjadi hak asuh tunggal. 3Hakim

PNTidak perlu 4Hakim PNDapat diusulkan untuk diatur secara
khusus dalam peraturan perundang-undangan 5Hakim PASelama
hakasuh menjadi obyek sengketa maka konsep hak asuh

bersama tidak bisa diterapkan dalam putusan Sumber: Data
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Terolah,2018 Tabel 11.Pendapat Hakim Mengenai Hak Asuh
Bersama Sebagai Wujud Kesetaraan Gender NoHakimJawaban
1Hakim PNSetuju, bagus 2Hakim PNSetuju, karena kesetaraan
gender merupakan melahirkan kewajiban yang sama antara
Bapakdan lbutanpa menghilangkan kodrat masing-masing
pihak 3Hakim PNSetuju, tetapitidak alasan gender 4Hakim
PNPada prinsipnya hakim setuju dengan hak asuh bersama
semata-mata demikepentingan dan perlindungan anak paska
perceraian 5Hakim PAHak asuh bersama dapatdipertimbangkan
kalau tidak terjadi sengketa dan para pihak yang
menghendaki bukan hakim yang memutuskan Sumber: Data
Terolah,2018 60 Tabel 12.Pendapat Hakim Mengenai Hak
Asuh Bersama Sebagai Wujud Asas Kepentingan Terbaik Anak
NoHakimJawaban 1Hakim PNSetuju, bagus. 2Hakim PNSetuju
karena kepentingan terbaik anak adalah pertimbangan utama
dalam menentukan hak asuh anak 3Hakim PNSetuju tetapi
kasuistis 4Hakim PNSetuju 5Hakim PAHak asuh bersama bila
terjadi sengketa menjaditidak ada kepastian hukum, maka
yang terbaik adalah status quo di mana ditetapkan pada

yang selamaini anak-anak merasa nyaman dan diberikan
kebebasan kepada anak untuk tetap dipeliharaayah dan
ibunya Sumber: Data Terolah, 2018 Tabel 13.Sistem dan
Mekanisme yang dimiliki Pengadilan untuk Melindungi Hak-Hak
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Anak Melalui Penetapan Hak Asuh dan Setelah Perceraian
NoHakimJawaban 1Hakim PNMekanisme melaluimendengarkan
keterangan anak (judicial activision). Setelah putusnya
perkawinan mekanisme melalui gugatan di pengadilan misalnya
tentang pencabutan hak asuh. 2Hakim PNTidak memiliki
mekanisme tersebut, kecualihanyayang berhubungan denganhak
dan kewajiban para pihak 3Hakim PNTidak memiliki 4Hakim
PNAda, berupa penetapan atau penunjukan sementara pihak
manayang akan memelihara anak sebelum putusan
pengadilan(mediasi) 5Hakim PAAnak yang berada di bawah
umur adalah hakibunya untuk mengasuh kecualiibunya

tidak cakap dan hak tersebut tidak mutlak karena ayahnya

tetap diberi akses untuk berhubungan dengan anaknyadan
mencurahkan kasih sayangnya pada anak. Sumber: Data
Terolah,2018 61 C.Pembahasan 1.Pengadilan mendefinisikan
konsepkepentingan terbaik anak dalam pengasuhanterhadap anak
menurut UUPerkawinan Berbagai pertimbangan Majelis Hakim
berdasarkan semua putusan yang ditelitimenunjukkan bahwa
Majelis Hakim telah berusaha untuk memenubhi prinsip
kepentingan terbaik anak dalam membuat putusan hak asuh
bagi anak ketika orangtuanya bercerai. ﬂHEEEEPrinsip
kepentingan terbaik bagi anak telahdiletakkan oleh Majelis

Hakim sebagai prinsipyang utama daripada kebutuhan orangtua
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dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. HHEEEEESeIain

itu, berdasarkan asas inimaka tidak ada praduga bahwa si

ayah atausiibuyanglebih berhak mendapatkan hak asuh anak. Tujuan
lebih tinggi adalah menempatkan anak di lingkungan yang
paling menguntungkannya danlingkunganyang memungkinkannya untuk
berkembang dengan sehat. Melalui prinsip asas kepentingan
terbaik bagi anak maka Majelis Hakimdapatmengatasi kesulitan
yang sering muncul ketika menetapkan hak asuh anak,
yaitu:ketidakjelasan, konflik yang ditimbulkan,dan prediksi
masa depan. Ketidakjelasankepada siapa hak asuhakan
diberikan akan memberikan kewenangan bagi Hakim untuk
melakukan diskresidanhakim yang harus membuat keputusan
final mengenai hak asuh, yaitu hak asuh tunggal atau

hak asuh bersama atau menerapkan keduanya. 62 Tabel 12

di bawah inimenunjukkan pendapat Hakim mengenai hak

asuh bersama. Terdapat pendapat yang beragam dari para
Hakim mengenai hal tersebut. Tabel 12. Pendapat Hakim
Mengenai Hak Asuh Bersama Sebagai Wujud Asas Kepentingan
Terbaik Anak NoHakimJawaban 1Hakim PNSetuju, bagus.
2HakimPNSetuju karena kepentingan terbaik anak adalah
pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh anak 3Hakim
PNSetuju tetapi kasuistis 4Hakim PNSetuju 5Hakim PAHak

asuh bersama bilaterjadi sengketa menjaditidak ada
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kepastian hukum, maka yang terbaik adalah status quo di

mana ditetapkan pada yang selamainianak-anak merasa
nyaman dan diberikan kebebasan kepada anak untuk tetap
dipeliharaayah danibunya Sumber: Data Terolah, 2018
Kemudian yang kedua, bahwa standar kepentingan terbaikanak
yangditerapkan oleh Hakim dapat menimbulkan terjadinyakonflik
diantara orangtuaatau mempertinggi konflik yang sebelumnya
sudah ada di antara orangtua yang akan bercerai. HEEEE
Orangtuayang bercerai dan berusaha mendapatkan hak

asuh anak diuntungkan oleh setiapkesalahan atau kegagalan
mantan pasangannya. Apabila hal itu menimbulkan
ketidakpercayaan ataukemarahan maka hal itu akan
mempengaruhi penyesuaian anak pasca perceraian. Majelis Hakim
jugatelah berusaha mengurangiterjadinya konflik tersebut
dengan memberikan hak asuh kepada salah satu pihak di

mana anak merasa nyamantinggal bersama. Salah satu

contoh pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1091/
Pdt.G/2017/PA.Smg yang ditelitimemilih untuk tidak 63
memberikan hak asuh kepada salah satu pihak tetapi
mendasarkan pada status quo yang ada. Meskipin Majelis

Hakim tidak menyebutkan kata konflik, namun pertimbangan
yang diberikan telah menyiratkan bahwa hak asuh bersama

yang diputuskan oleh Hakim bertujuan mengurangi konflik
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yang mungkin timbul. Berdasarkan fakta-fakta yang adadan
kepentingan anak maka Majelis Hakim berpendapat kedua
orang anak Penggugat dan Tergugat tersebuttidak akan
ditetapkan kepada Penggugat maupun Tergugatdan dengan
tetap berada pada status seperti sekarang dengan diasuh

oleh Penggugatdan Tergugat sebagaiibu danayahnya,
sepertiyangtelah berjalan pada waktu kedua orangtuanya
berpisah rumah, dengan tetap memberikan kebebasan kepada
Penggugatdan Tergugat selaku orangtua untuk mencurahkan
kasih sayangnya masing-masing (Pasal 5ayat 1 dan 2 UU

Nomor 1 Tahun 19774 tentang Perkawinan). HmMasalah yang
ketiga adalah bahwadengan menggunakan asas kepentingan
terbaik bagi anak makastandarini mengharuskan pengadilan
untuk memprediksi masa depansianak. HEEEEEEHakim harus
membayangkan, bentuk pengasuhanseperti apa yang memungkinkan
perkembangan yang sehat selama masa kanak-kanak atau
selama beberapa puluh tahun setelah keputusan itu diambil. 49
Putusan Nomor217/Pdt.G/2014/PN.SMGdi mana pertimbangan
Majelis Hakim menyatakan bahwa: Mengingat kedua anak masih
berada di bawah umur dan secarapsikologis hubungan lebih
dekatdenganibunya (Penggugat)karenasehari-haridiasuh oleh
penggugat, maka sudah sepatutnya anaktersebutdi bawah

asuhan dan bimbingan Penggugat. Anak-anak penggugat
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mengikuti dantinggal dengan Penggugat selakuibunya

hingga dewasa dan berdirisendiri, dengan ketentuan

apabila Tergugat selaku ayah kandung anak tersebutingin
mengunjungi atau bertemu anaknya 49lbid, 361. 64 untuk

saling memberikan kasih sayang, Penggugat tidak menghalangi

dan melarangnya. Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim

pada Putusan Nomor428/Pdt.G/2014/PN.Smg yang menyebutkan: Majelis
Hakim memutuskan demikian karena anak-anak masih di bawah
umur, keseharian anak-anak bersama denganibunyasehingga
MajelisHakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut akan lebih
tepatapabila pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikannya
diserahkan kepada Penggugat sebagaiibunya dengantanpa
mengurangi kewajiban Tergugat sebagai bapaknya untuk
memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya.
Berdasarkan putusan-putusan tersebutterlihat bahwa Majelis

Hakim sebenarnyatidak semata-mata menggunakan konsep hak
asuh bersama, melainkan juga tetap menggunakan hak asuh
tunggal(sole custody). EEEHakasuh tunggal atausole
custodyadalah hak asuh di manasalah satu orang tua

memiliki hak asuh legal dan fisik, sementara yang

lainnya secara umum hanya diberi hak-hak terbatas untuk
mengunjungi anaknya denganwaktu kunjunganyang teratur. Hak-hak

terbatasiniyangdiberikan oleh Majelis Hakim kepada
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salah satu pihak untukmengunjungi atau bertemu anaknya
agar bisa saling memberikan kasih sayang. akses ini

hanya bisa dilakukan apabila pihak yang diberihak asuh
tunggal tidak menghalangi dan melarangnya. DHakasuh tunggal
lebih disukai bila salah satu orangtua jelas-jelas tidak
kompeten, tetapi dalamkasus-kasus di manakeduaorangtua
kompeten dan peduli pada anak hak asuh
tunggaltetapdianggap lebih baik, terutama bila kondisi anak
yang sensitive yangharus dilindungi dari 65 konflik-konflik

yang sering muncul bila dua orangtua yang saling

bermusuhan dan harus berbagi hak asuh masih sering
berinteraksi dalam mengaturjadwal kunjungan dan dalam
mengambil berbagai keputusan tentang anak. Kelemahan dari hak
asuh tunggallebih sering terjadi ketika pihak yang

tidak mendapatkan hak asuh mengabaikan kewajibannya untuk
memelihara dan memberi biaya pendidikan.50 Kelemahan hak
asuhtunggalinilah yang kemudian mendorong diterapkannya
hakasuh bersama.Keuntungan utamanya adalah bahwa caraini
memastikan bahwa kedua orangtua anak terlibat dalam proses
membesarkan anaknya. HEESeIain itu, dukungan finansial
untuk anak lebih stabil dibandingkan hak asuh tunggal

karena orangtua yangdiberihak asuh tunggalharus selalu

meminta pembayaran biayapengasuhan dariorangtua yang tidak
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memiliki hak asuh. Hanyasaja, ada ketidakuntungannya

terutama bagi kedua orangtua yang mungkin saling membenci
karena mereka harus berkomunikasi untuk bekerjasama dan
berkoordinasi dalam mengatur waktu untuk bertemu. Berikut

adalah contoh Pertimbangan Hakim yang menunjukkan
penerapanhak asuh bersama pada Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2017/PA.
mSmg: 50lvan Ricardo Gitowardojo,2017,Pemenuhan Hak Anak
Untuk Bertemu Dengan Salah Satu Orang Tuanya Yang Tidak
Mendapatkan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian Menurut

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak(Studi Kasus Putusan No. 30/Pdt.G/2016/
PN.Smg dan Putusan No0.45/Pdt.G/2016/PN. mSmg), Skripsi S1,
Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang. 66
Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugatdan
Tergugat ditemukan fakta bahwa Penggugat masih sering

bertemu dengan kedua anaknya dan masih mencurahkan kasih
sayang pada saat-saat tertentu, sedangkan Tergugattelah
mengasuh kedua anak terebut dengan baik dan nyaman,

Majelis Hakim berpendapat agar kenyamanan kedua orang anak
terebuttidak terganggu meskipun antara Penggugatdan

Tergugat bercerai makasudah seharusnya anak tersebut

dilindungi dari permasalahan kedua orangtuanya terebut
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semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

(Pasal 2 huruf (b) dan pasal 26 ayat (1) huruf (b)

UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kepentingan anak maka
Majelis Hakim berpendapat kedua orang anak Penggugat dan
Tergugatterseuttidak akan ditetapkan kepada Penggugat
maupun Tergugatdandengan tetap berada pada status seperti
sekarang dengan diasuh oleh Penggugatdan Tergugat sebagai
ibudanayahnya, sepertiyang telah berjalan pada waktu

kedua orangtuanya berpisah rumah, dengan tetap memberikan
kebebasan kepada Penggugat dan Tergugat selaku orangtua
untuk mencurahkan kasih sayangnya masing-masing (Pasal 5
ayat1ldan2 UUNomor1lTahun19774 tentang

Perkawinan). Untuk membantu hakim dan mengurangi
ketidakjelasan standar kepentingan terbaikanak, banyak
negara-negarayang mengadopasi konsep primary caretaker
preference. Preferensi dalam menentukan pengasuh primer atau
primary caretaker preferencemewajibkan pengadilan memberikan
hak asuh primer kepada orangtua yang menjadi penanggung
jawab primer dalam proses membesarkan anak mereka sebelum
terjadi perceraian.Proses pemberian hak asuh primer

tampaknya belum dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum

#1324468112 JUN 2021, 12:40 AM  RIKA SARASWATI 79 OF 105


https://plagiarismcheck.org

\

PLAGIARISM
CHECK

iy

)
My

\\\\\\\\\

)

terjadi perceraian, bahkan dalam proses mediasijuga masih
jarang dilakukan. Akan tetapi upaya untuk menentukan
preferensi pengasuh primertelah dilakukan melalui
putusan-putusan pengadilan baik di Pengadilan Agama Semarang
maupun Pengadilan Negeri Semarang. 67 Penentuan tersebut
perlu dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa
kontinuitaspengasuhan dan kehangatan, konsistensi dan
kontinuitas hubungantersebut sangat penting dan sangat
dibutuhkanbagi kesejahteraan anak. Pengadilan akan
melihatsiapa yang dianggap sebagai pengasuh utamadengan
cara, misalnyamelihat orangtua yang manayang membelikan
dan mencucikan pakain anaknya, siapa yang memandikandan
mendadani anaknya, siapa yang menanamkan disiplin kepada
anak, siapayang menyiapkan makanan dan menyuapianaknya,
siapayang membantu mengerjakan pekerjaan rumah anaknya,
siapayang menidurkan anaknyadi malam haridan
membangunkannya di pagi hari, siapayang merawat anaknya
ketika sakitdan membawanya ke dokter, dan siapayang
mengatur waktu bermain anak denganteman-temannya.51
Berdasarkan putusan yang diteliti terlihat bahwa Majelis

Hakim telah menerapkan asas kepentingan terbaik
anakkhususnyauntuk menyelesaikan kesulitan-kesulitannya. Akan

tetapi dalam beberapa hal, Majelis Hakimlebih sering
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memberikan hak asuh anak kepada pihak Ibu daripada
ayah.sebagai contoh adalahPutusan Nomor 158/Pdt.G/2016/
PN.Smg terlihat bahwa Majleis Hakim lebih memilih

menetapkan hak asuh kepada lbu karena sianak lebih
dekatdenganibunya meskipun sang ayah yangtelah

berpisah rumah denganibunyadantetap memberikan biaya
pemeliharaan kepadaanaknya.51V. mHadiyono,Rika Saraswati,
Anastasia Anita Carolina Hadi,Jauw, Angelia YSdan Jordan
Febriyanto, 2016,Penerapan Asas Penghargaan TerhadapHak
Berpendapat Anak Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak
Pemeliharaan Dan Mendidik Anak ( Studi Kasus Di

Pengadilan Negeri Semarang), Penelitian Fakultas Hukum dan Komunikasi.
68 Kemudian pada putusan pengadilan di Pengadilan

Agama, hal tersebutlebih didasari pada peraturan
perundang-undangan bagi Pengadilan Agama Semarang yang
menggunakan Pasal 105 KHI, khususnya bagi anak yang

belum berusia 12 tahun atau mumayyis. Bagi Hakim di
Pengadilan Negeritidak ada ketentuan seperti halnya di
PengadilanAgama.Dari keempat putusan yang diteliti,tiga
putusan yang hak asuh anak dimohonkanolehibu sebagai
Penggugatseluruhnyaditerima oleh pengadilan, sedangkan satu
kasus yang dimintakan oleh ayahtidak diterima dan diputus

dengan statusquo. MajelisHakim menyatakanyang dimaksud
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denganstatusquoadalahsituasi atau kondisi yang ada dan
dijalanioleh anak sebelum perceraian tetap berlangsung
sebagaimanaadanya, yang artinya anak tetap berada dalam
pengasuhan ayah danibu mendapat akses untuk mengunjungisi
anak.Hal ini telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim

(melalui Putusan Nomor. 1901/Pdt.G/2017/PA.SmQ)
tetapmenggunakan konsep hak asuh tunggal dan hak asuh
bersama secara bersama-sama. Selanjutnya, berdasarkan hasil
penelitian dapat diketahui bahwa kriteria yang digunakan

oleh Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh asuh
adalahkeinginan orangtua, keinginan anak,danhubungan antara
anakdenganorangtuanya,kesehatan fisik dan mental orang-orang
yang terlibat dengan anak. EEHaI ini diperkuatdengan
pendapatpara Hakim yang menyatakan bahwa ibu danbapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya
semata-mata berdasarkan kepentingan anak. 69 Hal ini

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesiasebagaimana diatur di dalamPasal 41 UUPerkawinan
yang menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak. HEEEEEEEE
Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak

maka Pengadilan yang akan memberi keputusannya. Bahkan jika
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salah satu berkelakuan buruk, tidak menutup kewajiban

mereka untuk tetap memlihara dan membiayai pendidikan anak
(Pasal 49UUPerkawinan).Kewajiban untuk memelihara dan mendidik
anakolehayahdanibusetelah perceraianjugadiatur

didalam Kompilasi Hukum Islam. EKompiIasi Hukum Islam lebih
jelas dalam menentukan hak asuh tunggal kepadaibu jika

anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun(Pasal

105 KHI, apabila anak sudah mumayyizia berhak memilih

untuk mendapatkan hak asuh dariayah atau ibunya. EEEEEE
Semua biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi

tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya
sampaianak tersebut dewasadan dapat mengurusdirisendiri (21 tahun).
Kewajiban ayah initermasuk kepada anak yang tidak
turutdengannya (Pasal 156 KHI). Faktor keinginan anak

juga menjadihalyang dipertimbangkan oleh Hakim tetapi

dengan melihat situasi dan kondisi anak.Namun pendapat

Hakim satu dengan yang lain terdapat perbedan, seperti

yang terlihat pada Tabel 6 yang merupakan hasil

penelitian. 70 Tabel 6. Anak Selalu Didengarkan

Pendapatnya NoHakimJawaban 1Hakim PNDalam hal tertentu,

yaitu bila ada keraguan Hakim terhadap salah satu

orangtua 2Hakim PNTidak selalu, kecuali ditemukan adanya

perselisihanterhadap hak asuh anak antara Bapak dan
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ibunya. 3Hakim PNTidak selalu, melihat kesempatan atau
keadaan anaktersebut4Hakim PNTidak selalu. Meskipun anak
dianggap sudah cakap hukum namun akan dilematis bagi

anak untuk memberikan keterangan tentang kedua orangtua
yang disayanginya. Sebaiknya Hakim bijak, bagi anak dapat
diambil keterangan secara tertulis dan disampaikan di

hdapan persidangan demi menjaga psikologis anak kalau
harus diperiksa di hadapan hakim. sebaiknya kedua
orangtuanyatidak ada didalam ruangan. 5Hakim PAAnak

yang lebih dariumur 12 tahun didengar pendapatnya

apabila hak asuhnyadipersengketakan di pengadilan Sumber:
DataTerolah, 2018 Berdasarkan hasil penelitian tersebut
terlihat bahwapara Hakim di
PengadilanNegeriSemarangdanPengadilan Agama Semarang
mendefinisikan konsep pengasuhan didalam UUPerkawinan
sebagai pengasuhan bersama karena mendasarkan pada bunyi
Pasal 41 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa ayah dan

ibu masih memiliki tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan
pendidikan anak setelah orangtua bercerai.Hakim di
Pengadilan Agamajuga mendasarkan hak asuh bersama pada
UUPerkawinan. 2.KebijakanPengadilanbagi orangtua yang akan
berceraiagar memiliki rencanapengasuhan (parenting plans)

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa tidak ada
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kebijakan atau pedomandari pengadilanbagi orangtua yang akan
berceraiagar memiliki rencana pengasuhan (parenting
plans)yang diperlukan untuk mengatur 71 jadwal pertemuan
anak dengan ayah atau ibu yang hanya mendapatkan akses.
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada Hakim di
Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang
ternyata tidak semua Hakim pernah memerintahkan kepada
para pihak yang berperkara untuk membuat kesepakatan di

luar Pengadilantentang hak asuh bersama. Terdapatdua

Hakim yang pernah memerintahkan agar para pihak membuat
kesepakatan, dimana adayangterlaksana dan adayang

tidak dilaksanakan. selanjutnya, hanya ada satu Hakim yang
berpendapat bahwa kesepakatan tentang perencanaan hak asuh
bersama atau parenting plans seharusnyadilakukan oleh

para pihak, namun hal tersebut jarang dilakukan (lihat
padaTabel 3). Terdapatempat (4) Hakim yang menyatakan
bahwa tidak pernah memerintahkan untukmembuatkesepakatan
didalam Pengadilan tentang hakasuhbersama danmenuangkan ke
dalamperjanjiankarena para hakim ini berpendapat bahwa hal

itu cukup dilakukan melaui Putusan Pengadilan. Hanya ada

satu (1) Hakim yang menyatakan pernah memerintahkan pada
saat mediasidan perintah itu dilaksanakan oleh para

pihak (lihatTabel 4). Perencanaan Pengasuhan
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(parentingplan)pada dasarnyaadalahsuatu perencanaan pengasuhan
mengenai jadwal pengasuhan dan segala sesuatu yang terkait
dengan permasalahan hukumyang berkaitan denga kewajiban
orangtua dan hak-hak anak. Perencanaanini meletakkan
tanggungjawab dari setiap orangtua dalam menyediakan
kebutuhan anak pada saat pelaksanaannya berdasarkan usia

anak dan kedewasaannya.suatu 72 perencanaan juga memuat
hal-haltentang penyelesaian di masa mendatang dalam hal

terjadi perselisihanantara orangtua, khususnya penyelesaian
perselisihan melaluimediasi.52 Melaluijadwal pengasuhan(parenting
time)didalam perencanaan pengasuhan maka hak-hak anak
akanterjamin keberkelanjutan dansecara berkala dapatmelakukan
kontak yang bermakna dengan kedua orangtua. Alokasi
perencanaanjadwal pengasuhan berartibahwa orangtua harus
memiliki periode waktu tertentu di mana seorang anak

tinggal dengan atau berada di bawah pengasuhan dan

pengawasan darisetiap orangtua. Periode waktu ini tidak

harus samajumlahnya, tetapi harus berakibat padalama
tinggalnya dengan setiap orangtua.53 Perencanaan pengasuhan
atau parenting plans sudah banyak dilakukan oleh beberapa
negara dan negara-negaratersebuttelah mengatur hak asuh
bersama melalui peraturan perundangan nasionalnya. atas

dasartersebut maka Hakim yang mengadili suatu
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perselisihan hak asuh anak akan menggunakannya sebagai
pedoman dalam memutus(Lihat tabel 8 berikutiniyang
merupakan hasil penelitian). Tabel 8. Pendapat Hakim

tentang Hak Asuh Bersamadan Rencana Pengasuhannya (Parenting
Plans) NoHakimJawaban 1Hakim PNSetuju. Lebih Bagus 2Hakim
PNSetuju tetapisifatnya situasional untuk menghindari
terjadinya perselisihan antara ayah danibuyang dapat
berakibat pada hak asuh anak 3Hakim PNSetuju kalau

alasan dasarnya memenuhisyarat demikebaikan anak 4Hakim
PNDalam hak asuh bersamatidak perlu adajadwal

pengaturan. Biarkan secaranormal dantidak ada 52].

Herbie DiFonzo, op.cit, 226.53Ibid 73 yang berubah dari
keseharian anak dalam keluarga baik sebelum dan sesudah
perceraian. anak harus nyaman di manaiatinggal 5SHakim
PADalam putusan tidak mungkin diterapkan karena putusan
harus jelas dan bila dituangkan tentang waktu akan
menyulitkan pihak-pihak Sumber: Data Terolah, 2018.
Penuangan ke dalam putusan pengadilan atas dasar
kesepakatan yang sudah dibuat oleh para pihak dapat
digunakan sebagai dasaragar para pihak menepati
kesepakatan untuk memperhatikan hak anak untuk bertemu
dengan salah satu orangtuanya dalam hal terjadi

perpisahan. Penuangan ke dalam putusanatas dasar kesepakatan
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yang telah dibuatdapat dilakukan untuk menghidari terjadinya
pengingkaran kesepakatan atau tidak dilaksanakannya putusan
hakim untuk mengunjungianak, atau pihak yang mendapat

hak asuh tunggal menghalangi pihak yang hanya mendapatkan
aksesuntuk bertemu dengan anaknya.Selain itu, akan
memudahkan pihak-pihak untuk menggugat hak-haknya yang tidak
terpenuhi kepada pemerintah, baik melalui pengadilan atau

ke lembaga-lembaga lainyang terkait dengan pemenuhan dan
perlindungan hak-hak anak. 3.Ketersediaanprogrammediasi bagi
orangtua mengenaipengasuhan bersama Berdasarkan putusan
pengadilan yang diteliti dan kuesioner kepada Hakim

terlihat bahwamediasi yang diberikan oleh Majelis Hakim

lebih menitikberatkan pada kehendak para pihak untuk

bercerai atau tidak. Pengadilan melalui Hakim Mediator

tidak memerintahkan para 74 pihak untuk membuat
perencanaan pengasuhan apabila mediasiternyata tidak
membuahkan hasil. Putusan Pengadilan Nomor 158/Pdt.G/2016/
PN.Smg menunjukkan haltersebut: ...Menimbang bahwa para pihak
yang berpekaraterlebih dahulu menempuh upaya mediasi

untuk mengakhiri perselisihan antara mereka secara damai,

dan para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnyakepada
Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan untukitu

Majelis Hakim menunjuk Hakim mediator. Mediasi telah
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dilakukan pada 10 Mei 2016 dan Mediator memberitahukan

bahwa mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan...

Kemudian pada Putusan Nomor 428/Pdt.G/2014/PN.Smg

juga menunjukkansituasi yang sama Majelis hakimtelah

mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hakim mediator.
Berdasarkan laporan Mediatortanggal 30 Desember

2014, Mediasitelah dinyatakan gagal m Kutipan pertimbangan

Majelis Hakim tersebut menunjukkan bahwa ketika mediasi

tidak berhasil maka Hakim mediator hanya berhenti di

situasi tersebutdan memberikan rekomendasi kepada Majelis

Hakim untuk melanjutkan perkaranya ke pengadilan. Tidak

ada perintah dari Hakim Mediator kepada para pihak yang

berperkara untuk membuat perencanan pengasuhan termasuk hak

asuh bersama apabila mereka benar-benarbercerai.

Selanjutnya Putusan Nomor217/Pdt.G/2014/PN.Smg melalui

pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa para pihak

diwajibkan menyelesaikan perkara melalui mediasi dan Majelis

Hakim telah menunjuk hakim mediator dalam perkaratersebut

dantelah berusaha 75 mendamaikan kedua belah pihak, dan

berdasarkan laporan Mediatortanggal 14 Agustus 2014

mediasi telah gagal.Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg

juga menunjukkan hal yang sama bahwa setelah perdamaian

yang diupayakan tidak berhasil baik melalui Majelis Hakim
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maupun Hakim Mediator maka tidak ada lagi perintah untuk
membuat perencanaan pengasuhan yang sebenarnya sangat
penting bagi kepentingan anak-anak para pihak.
Mengingatbahwasalah satutugasdan fungsi Hakim sebagai
mediatormenurut PERMA 1 Tahun 2016adalah.menginventarisasi
permasalahan dan mengagendakan pembahasanberdasarkan skala
proritas maka Hakim yang bertugas sebagai mediator harus
mengingatkan kebutuhan dan kepentingan terpenuhinya hak-hak
anak mereka. Oleh karenaitu sangat penting bagi Hakim
memahamiUndang- Undang Perlindungan Anak danhak-hak anak
sehingga ketika mendapatkan tugas sebagai mediator dapat
melakukan sosialisasitentang hak-hak anak kepada para

pihak, dan juga mewajibkan para pihak untuk membuat
perencanaan pengasuhan bersama. Hal tersebut sudah
seharusnya menjadi kebijakan bagi Pengadilan baik Pengadilan
Negeri maupun Pengadilan Agama untuk mewajibkan para pihak
yang akan bercerai agar membuat perencanaan pengasuhan
bersama demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan hak-hak
anak setelah terjadinya perceraian.selain itu juga mengingat
hakim sebagai mediator memiliki tugas untukmemfasilitasi dan
mendorongparapihak untukmenelusuridan menggali
kepentinganparapihak,mencari 76 berbagai pilihan penyelesaian

yang terbaik bagiparapihak,danbekerja samauntukmencapai
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penyelesaian. termasuk dalam merumuskan kesepakatanbersama.
Membuat kesepakatan bersama untuk perencanaan pengasuhan
bagi para pihak yang akanbercerai setelah mediasitidak

berhasil mencapai kesepakatan sangatdiperlukan karena
perencanaan pengasuhanyang disepakati dan hasilnya dibawa

ke dalam proses pengadilan akan memberikan kekuatan hukum
dan diharapkan mampu melindungi kepentingan terpenuhinya
hak-hak anak, khususnya hak atas biaya pemeliharaan dan
pendidikan. Kesepkatan bersama untuk perencanaan pengasuhan
bersama menjadi sangat penting karena sistem hukum yang

ada untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadinya

perceraian pada umumnya dilakukan melalui eksekusidengan
cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Akan tetapiupaya

ini juga tidak maksimal karena kendala-kendala yang ada,

baik dari pihak penggugatyang biasanya adalah para

perempuan dengan kemampuan ekonomiterbatas dan pemahaman
hukum yang rendah, maupun dari biaya pengajuan gugatan
eksekusiyangtidak murah.54 Berkaitan dengan sistem dan
mekanisme hukum yang ada untuk melindungi hak-hak anak
setelah terjadinya perceraian paraHakim 54Gheavina Ferisma

W, 2018, Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Nafkah Anak yang
Ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang, Skripsi

S1 Fakults Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata,
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Semarang; Lihatjuga Savira Dita Setiawati, 2018,

Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat danBiaya Ringan
di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama
Semarang, Skripsi S1 Fakults Hukum dan Komunikasi Unika
Soegijapranata, Semarang. 77 memberi jawaban yang beragam.
Hal ini bisa dilihat padajawaban para Hakim yang
dimuatdidalam Tabel 13 berikutini. Tabel 13. Sistem

dan Mekanisme yang dimiliki Pengadilan untuk Melindungi
Hak-Hak Anak Melalui Penetapan Hak Asuh dan Setelah
Perceraian NoHakimjJawaban 1Hakim PNMekanisme melaluimendengarkan
keterangan anak (judicial activision). Setelah putusnya
perkawinan mekanisme melalui gugatan di pengadilan misalnya
tentang pencabutan hak asuh. 2Hakim PNTidak memiliki
mekanisme tersebut, kecualihanyayang berhubungan dengan
hak dan kewajiban para pihak 3Hakim PNTidak memiliki

4Hakim PNAda, berupa penetapan atau penunjukan sementara
pihak manayang akan memeliharaanak sebelum putusan
pengadilan (mediasi) 5Hakim PAAnak yang berada di bawah
umur adalah hakibunya untuk mengasuh kecualiibunya

tidak cakap dan hak tersebut tidak mutlak karena ayahnya

tetap diberi akses untuk berhubungan dengan anaknyadan
mencurahkan kasih sayangnya pada anak. Sumber: Data

Terolah, 2018 Mengingat dalam kenyataannya banyak anak-anak
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yang tidak terpenuhi hak-haknya oleh ayah/ibunyayang

tidak memperoleh hak asuh maka kesepakatan dalam
perencanaan pengasuhan bersama menjadi sangat penting dan
seyogyanyadipertimbangkan agar menjadi sutau keharusan bagi
para pihak untuk membuat dan menjalankannya. Hakim sebagai
mediator diberi kewajiban oleh pengadilan untuk melihat

halini sebagaiskala prioritas yang harus dilakukan

oleh para pihak ketika mereka telah memutuskan untuk
berceraidan menolak perdamaian yang ditawarkan oleh hakim
sebagai mediator. Hal initentunya berlaku bagi hakim

sebagai mediatordi Pengadilan Negeri Semarang dan
Pengadilan agama Semarang, maupun bagi para mediator yang
mendapattugas 78 menangani perkara perceraiandimana

ada kepentingan anak yang terlibatdi dalamnya. Selain

itu, dengan memerintahkan para pihak untuk membuat
perencanaan pengasuhan maka para mediator Hakim tersebut
dapat memberikan wacanatentang kesetaraan gender kepada
para pihak untuk dan dalam melakukan pengasuhan bersama
melalui perencanaan pengasuhan bersama. Tanggapan para Hakim
melalui kuesioneryang diberikan atas persoalan tersebut
menunjukkan bahwa para Hakim pada priinsipnya setuju
dengan gagasan mengenai hak asuh bersamaini (lihat

Tabel 11 berikutini). Tabel 11. Pendapat Hakim Mengenai
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Hak Asuh Bersama Sebagai Wujud Kesetaraan Gender
NoHakimjJawaban 1Hakim PNSetuju, bagus 2Hakim PNSetuju,
karena kesetaraan gender merupakan melahirkan kewajiban yang
sama antara Bapak dan Ibutanpa menghilangkan kodrat

masing- masing pihak 3Hakim PNSetuju, tetapitidak alasan
gender4Hakim PNPada prinsipnya hakim setuju dengan hak
asuh bersama semata-mata demikepentingan dan perlindungan
anak paska perceraian 5Hakim PAHak asuh bersama dapat
dipertimbangkan kalau tidak terjadi sengketa dan para

pihak yang menghendaki bukan hakim yang memutuskan Sumber:
DataTerolah, 2018 Pendapat para Hakim tersebut

menunjukkan bahwa hak asuh bersama melalui perencanaan
pengasuhan merupakan hal yang positip yang perlu dilakukan
semata-mata demikepentingan dan perlindungan anak setelah
terjadinya perceraian. 79 BAB IVPENUTUP A.Kesimpulan
1.Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang
telah mendefinisikan dengan baik prinsip kepentingan terbaik
bagianak melalui putusan-putusannyayang terkait dengan

hak asuh anak, baik berupa hak asuh tunggal, hak asuh

bersama maupun penerapan keduanya. 2.Pengadilan Agama
Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang belum memiliki
kebijakan atau pedoman yang mewajibkan orangtua yang akan

bercerai memiliki perencanaan pengasuhan sebagai bentuk
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pelaksanaan hak asuh bersama. 3. Pengadilan Agama Semarang
dan Pengadilan Negeri Semarang belum memiliki program

mediasi bagi orangtua yang akan bercerai mengenai hak

asuh bersama. B. Saran 1. Pengadilan Agama Semarang dan
Pengadilan Negeri Semarang sebaiknya membuat kebijakan agar
semua Hakim yang akan memutus perkara yang berkaitan

dengan hak asuh anak agar memerintahkan para pihak

membuat perencanaan pengasuhan bersama; 2.Pengadilan membuat
kebijakan agar Hakim Mediator meemrintahkan para pihak
membuat perencanaan pengasuhan ketika mediasitidak berhasil
sebeum perkaradilanjutkan ke pengadilan. ESO DAFTARPUSTAKA
Andi Hamzah, 1996,KUHP dan KUHAP,Jakarta, Rineka Cipta, hal. 101.
Barbara] Fidlerand Rachel Birnbaum,2006,Child Custody

Disputes: Private and Public Assesment,Canadian Family Law
Quarterly, vol.25, no. 2. Constance R. Ahrons,1980,Joint

Custody Arrangements in the Postdivorce Family, 3.

DIVORCE189, 189. David L. Chambers,1998,Rethinking the
SubstantiveRules for Custody Disputes in Divorce, 83 MICH.
L.REV.477,481-82.Elrod, LindaD,2001,Reforming the

System to Protect Children in High Conflict Custody

Cases,William Mitchell Law Review28(2), Article 5, 506.

Gheavina Ferisma W, 2018, PelaksanaanKewajiban Pembayaran

Nafkah Anak yang Ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama
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Semarang, Skripsi S1 Fakults Hukum dan Komunikasi Unika
Soegijapranata, Semarang. mlvan Ricardo Gitowardojo,
2017,Pemenuhan Hak Anak Untuk Bertemu DenganSalah Satu
Orang Tuanya Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Setelah
Terjadinya Perceraian Menurut Pasal 14 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak (Studi Kasus Putusan No. 30/Pdt.G/2016/PN.Smgdan
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